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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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FROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 3% TAHUN 2015

TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BUPATI TEGAL,

bahwa untuk melaksanakan ke..cntulm Pasal 106
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang—Und ng Nomor 6
tahun 2014 tentang DCesz, Pcmerintslth Kabupaten
Tegal telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 43
Tahun 2014 tentang Pedoman Pengel ol aan Keuangan
Desa,; |

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menterl
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun I’)Ol4 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, meka dipandang perlu
mengatur <embali ketentuan tentgng Pedoman
pengelolaan keuangan Desa; '

bahwa berdasarkan: pertimbangan ,' sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang periu
rmenetapkan kembali Peraturan Bupe L:|’1r°ga tentang
Pengelolaan Keuangan Desa; |

1. Undang-undang Ncmor 13 Tahun 11850 tentany
Pembentukan Daerah-dacrah deupaten Dcllcll
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; ”

2. Undang-Undang Ncmor 6 Tahun [2014 tentany

Desa (Lembaran Negare Republik | nqoncs;a Takuw
2014 Nomor 7, Tambahan Le*nbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5493);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun }iQDH tentang

Pemerintahan Daeran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndomsu' Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kal dnfbah terakhir
dengan Undang-undang Nomor Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahur. 2014 tentang |Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara® Republ.k Indonesia




Menetapkan:
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Tahun 2015 Nomor 58, Tambaha(xﬂ Lembaran
9

Negara Republik Indonesia Nomor 567
4, Peraturan Pemerintah Nomor 47

tentang Perubahan Atas Peraturan

Nomor 43 Tahun 2014 tentan

Tahun 20195

Pemerintah
Peraturan

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6} Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Repu ik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 157, Tambaha

Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 571 ) i

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22

ahun 2015

tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran PFendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesial Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Neghra Republik

Indonesia Nomor 5694);

: 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomgr 113 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Negara Republik Indonesia Tahun
2093)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom

Desa (Berita
2014 Nomor

ar 114 Tahun

2014 tentang Pedoman Pembangunan| Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun

5014 Nomor

2094)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG i
KEUANGAN DESA. !
BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1,

S.

6.

~ yang menjadi kewenangan daerah otonom..
4.

Daerah adalah Kabupaten Tegal. :!

Bupati adalah Bupati Tegal. |
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsus

PENGELOLAAN

penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusah pemerintahan

Kecamatan adalah wilayah kerja camat

sebagai
Kabupaten Tegal.

Perangkat Daerah

Carnat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah i{1~:c:rja di tingkat

Kecamatan dalam Kabupaten Tegal.

Desa adalah desa dan desa adet atau yang disebut den,han nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyaraka;
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setemp
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/jatau hak tradisic

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kes
Indonesia.

. hukum yang
dan mengurus
At berdasarkan
nal yang diakui
atuan Republik
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7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan perherintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerjntahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adaiah kepala Desa atau yang disebut de] gan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerjntahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan ketergakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis. i

10. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh
masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa atau melalui mugyawarah desa.

11. Perangkat Desa terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya

yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksan kan tugas dan
wewenangnya.

12, Sekretaris Desa adalah unsur staf, pelayanan dan tata usaha yang
membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa serta memimpin|Sekretariat.

13. Perangkat Desa lainnya adalah unsur perangkat desa S|

lain Sekretaris
Desa.

14, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya disingkat PTPKD
adalah perangkat desa yang ditunjuk untuk mengelola keuahgan desa.

15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapait dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang d barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;

16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiata: yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pel; poran, dan
pertanggungjawaban keuangan desa. i

17.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Mernengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

- 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya di%cbut APBDesa,

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah da

21. Kelompok transter adalah dana yang bersumber dari Angga

23. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selan]

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
masyarakat.

yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapat
Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khy

ransfer melalui
dan digunakan

pelaksanaan
pemberdayaan

na perimbangan
an dan Belanja
ISUs.

ran Pendapatan

Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daeral
Anggaran Pendapatan Beianja Daerah Kabupaten/Kota.

a
atau sebutan nama lain yang karena Jabatannya mempu

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan des

22, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ad ll_il

a

PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kep

4

. Provinsi dan

h Kepala Desa
ai kewenangan

utnya disingkat
ala Desa untuk




24.

25.

260

27.

28.

29.

300

31.

32.

33.

34,

35.

36.

- 37.

38.

39.

melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinatoj pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa. ;

Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya dise
Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh ba
Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola
Penyedia Barang/Jasa.

aupun melalui

Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimanf pekerjaannya

direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh ’, Tim Pengelola
Kegiatan :

1
Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau peforangan yang

menyediakan barang/jasa

Bendahara Umum Desa adalah unsur stal sekretarﬁ
membidangi urusan administrasi keuangan untuk
keuangan desa.

t desa yang
enatausahakan

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk

membayar seluruh pengeluaran Desa pada Lembaga Keuargan atau Bank
yang ditetapkan.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disinglﬁ%at SPP adalzh
dokumen yang diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada Kepala Desa
sebagai dasar pengajuan pelaksanaan pembayaran suatu kegiatan.

SPP Uang Untuk Dipertanggungjawabkan yang selanjutnya\‘ disingkat SPP-
UUDP adalah dokumen yang diajukan oleh pelaksana kegiatan untuk
permintaan uang guna melaksanakan kegiatan selain { SPP LS yang

pelaksanaan pertanggungjawabannya tidak melebihi 1 bulﬁm atau tanggal
10 bulan berikutnya. i

SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalahjdokumen yang
diajukan oleh PTPKD untuk permintaan pembayaran langsung kepada
pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja
lainnya dan pembayaran dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan
waktu pembayaran tertentu, atau kegiatan swakelola.

Surat Pgrintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan ditujukan keépada Lembaga

Kc:uangan atau Bank selaku pemegang kas desa untuk merjgeluarkan uang
sejumlah yang dimintakan dalam SPP. :
. I

Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh d!
yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.

Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui
rekening kas desa.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapa:an desa dengan

belanja desa. !

Defisij: Anggaran Desa adalah selisih kurang ar.tafa pedapaélan desa dengan
belanja desa. ; )

|
S1s.a’Lebih' Perhit}mgfm Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah
se11§1h lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggamin selama sutu
periode anggaran.

Pgraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan |
.
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oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa. )

BAB Il
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

i

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transp lan, akuntabel,

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada gyat (1), dikelola

Pengelolaan keuangan desa meliputi :

(1)
(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

a. perencanaan,

b. pelaksanaan;

¢. penatausahaan;

d. pelaporan; dan

e. pertanggungjawaban

dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 PJanuari sampai
dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3 !

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 4

il
o

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa ten‘l’ta.ng APBDesa
berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. ?

Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturanj Desa tentang
3

APBDesa kepada Kepala Desa.

Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagai jana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa epada Badan
Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati berspma.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dise }a.kati bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan{Oktober tahun
berjalan.

)

Pasal § :

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang tllah disepakati
bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan oleh Kepala

Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak
disepakati untuk dievaluasi.

Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Camat unt mengevaluasi

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDcesa yang telak di etujui bersama
BPD dan Kepala Dese.

C.amat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes}i sebagaimana
.d}ma'ksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) Heri kerja sejak
diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. | '

Da.lam.hal Can}at tidak memberikan hasil evaluasi dala] baths walktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa t rsebut berlaku
dengan sendirinya. |

Dalam hal Camat menyatakan hasil eva uasi Rancangan

; : eraturan Desa
tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum

dan peraturan
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?

(1)

(2)

(3)

.(4)

(1)
(2)

(8)

(1)

(2:].‘ Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa paliﬁg banyak 1/12

(1)

(2)

(3)

-6 -

perundang-undangan yang lebih
penyempurnaan paling lama 7
diterimanya hasil evaluasi.

tinggi,
(tuyjuh) hari
Pasal 6

A:pa.bila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala De
dimaksud dalam Pasa! 5 ayat (3) dan Kepala Desa tet

Kepala De4

a melakukan

kerja terhitung sejak

i

e sebagaimana
p menetapkan

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Pgraturan Desa,

Camat

menyampaikan usulan pembatalan Peraturan
Bupati.

Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud

Desa ;kepada

bada a{yat (1)

sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran

sebelumnya.

Dalara hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat
hanya dapat melakukan pengeluaran
penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Des

(3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut
dimaksud.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 7

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rang
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan

terhadap

&2} Kepala Desa
operasional

Paling lama 7

(tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat

peraturan desa

Ha pelaksanaan

| perbankan di

wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerinti!;h Kabupaten.

Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana
ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 8

limaksud pada

4

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai pq}nerimaan desa
. selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. :

(satu per dua belas) dari kegiatan operasional pemeriij.h desa dalam
L.

rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desz

Pasal 9

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB De

dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tenta

ditetapkan menjadi peraiuran desa.

angcluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk belanja pegawai yang Dbersifat mengikat da

perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa

Penggunaaq biaya tak terduga terlebih dulu harus
Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

sa tidak dapat
ng APB Desa

tidak termasuk
n  operasional

jibuat Rincian
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" Pasal 10

(1) Pélaks;ana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk

Biaya.

imelaksanakan
kegiatan harus disertai dengan dokumen artara lain Renct,

ana Anggaran

(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud padi ayat (1) i

verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan cleh Kepala D

sa.

(3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap lindaka

pengeluaran

yang menyebabkan atas beban anggaran bzlanja kegiatan dengan

mempergunakan buku pembantu kas kegiaf

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. :

i

Pasal 11 !

(1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaks
10 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Perminta
(SPP) kepada Kepala Desa.

(2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimar.a dimaksu
tidak boleh dilakukan sebelum barang dan /atau jasa diteri

T

an sebagal

d dalam pasal
n Pembayaran

d pada ayat (1)
T.a.

(3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilamp
a.Peryataan Tanggungiawab Belanja; |
b.Lampiran Bukti Transaks:.

iri:

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dikecualiﬁan untuk awal

pelaksanaan kegiatan, biaya operasional xegiatan,
penghasilan tetap dan tunjangan BPD, Inser:tif RT/RW.

pembayaran

Pasal 12 |

SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 eyat (1) terdiri étas SPP-UUDP

dan SPP_-LS.
Pasal 13

(1) Dalam pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
" Desa berkewajiban untuk:

a. meneliti kelengkapar syarat administrasi yang di
pelaksana kegiatan; ' '

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban
tercantum dalam permintaan pembayarzn,;

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; da

d. menqlak. pengejuan permintaan pembayaran oleh pelal
apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditezapkan.

P

11, Sekretaris
ajukan oleh

APBDes yang

csana kegiatan

2) Bgrdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Des[
dimaksud pada ayat (1}, Kepala Desa menyetujui perminta

sebagaimana
pembayaran.

(3) Kepal'a Desa setelah. menyetujui SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
selanjutnya menerbitkan SPM yang ditujukan kepada Lembaga Keuangan

atau bank Pemegang Rekening Kas Desa untuk mengelu

uang yang disetujui dalam SPP dan selanjunya 2enda
pembayaran.

airkan sejumlah
h?ra melakuk«n

(4) Bembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pacial ayat (3)

b'jendah‘ara berkewajiban melakukan penca:atan pada bu
sebagai pengeluaran.

u kas umum
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Pasal 14 ;
&

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (§Ph) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang
dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketean an peraturan
perundang-undangan.

Pasal 15

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan pekaturan Bupati
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

i

(1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilgkukan apabila

terjadi: :
\a/l’-:eadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergese‘ an antar jenis
belanja; g

E. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan

. tahun sebélumnya harus digunakan dalam tahun berja

c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam péndapatan desa

. pada tahun berjalan; dan/atau

d. terjadi peristiwa khusus, secperti bencana alam, kris;s politik, krisis
-ckonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;

e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah n Pemerintah
Daerah. [

(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kalijdalam 1 (satu)

tahun anggaran.

(8) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dgngan tata cara
penetapan APBDesa.

Pasal 17

i
(1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak me L1gikat ke desa
disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang h’eruba.han APB

Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala |Desa tentang
perubahan APBDesa.

(2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1ji diinformasikan
kepada BPD. |

Bagian Ketiga | ;
Penatauisahaan

Pasal 18

(1) Peratausahaan dilakukan olch Bendahara Desa.

(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap pgnerirnaan dan
_tpexz.g;luaran serta melakukan tutup buku setiap akhjr bulan secara
tertib.

(3) Bendahara Desa  waljib :
., . 1) mempertanggungjawabka, .
gdmmxstra& keuangan melalui laporan pertanggungj aWabr%n pengelolaan




(4)

(5)

|

|
jaw ' limaksud pada ayat (3)
Laporan pcrtanggungjaaab_an“‘§Eb3g§.}_13:.‘a§ys&ﬁcxn1a d ]
dispampaikan setiap bulan Eéﬁaﬁ‘a‘él?iep'&l&ﬁbesa‘ dan paling lambat tanggal
. |-
10 bulan berikutnya. | _
avorans bl e arsan gl ”'"'mﬁmﬁﬁﬁﬁﬁl{&@%@ﬁmhﬁf%sfif@eslffl Sebagazmana:
pada ayat (4) dibuat rekapitalulas: per tri wulan sebagal bahan untuk
penyusunan laporan semesteran dan laporan akhir tahun. |

)

o)UUEEValzhol iy ebetedt

|
Pasal 19 l%

; A
Penatausahean penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dﬁpnaksud dalam

Pasal 18 ayat (2), menggunakan:
a. Buku Kas Umum,

I
il

; |
b. Buku Kas Pembantu Kegiatan; \
¢. Buku Kas Pembantu Pajak; dan |

d. Buku Bank.
I
Bagian Keempat |
Pelaporan "
|
Pasal 20 :
(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

g5 | :
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasl pelaksaﬁxaan APBDesa
kepada Bupati melalui Camat berupa: .|

a. laporan semester pertama: dan |
b. laporan semester akhir tahun. -

Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada '_hyat (1) huruf a
berupa laporan realisasi APBDesa. ‘ 1

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana I1maksu_d pada
ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bylan Juli tahun
berjalan. | ‘
Laporan semester akhir tahun secbagaimana dimaksud padp ayat (1) hurul
b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Janueari tahun berikutny .

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban i
Pasal 21 ”
Kepala Desa  menyampaikan laporan pertanggungja\:"aban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepaca Bupati melalui Camat setigp akhir tahun
anggaran. |
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksane{lan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari penda’_ipatan, belanja.
dan pembiayaan. |
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanal[an APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban  realisasi
pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelal{S'llnaan ‘APBDesa
Tahun Anggaran berkenaan; i
b.format Laporan Kekayaan
Anggaran berkenaan; dan

. |I
c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerimah? Daerah yang
masuk ke desa.

Milik Desa per 31 Dt{sember Tahun

i
|
|
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Pasal 22

[
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes
dimaksud dalam pasal 21 ayat (i) merupakan bagian tidak ti
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(1)

(2)

(1)

(2)

Format Pengelolaan Keuangan Desa
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

M

(2)

o op

€. melakukan tindakan

(3)

Pasal 23

sebagaimana
rpisahkan dari

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ¢
diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

an pasal 21
dengan media

Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anl&ara lain papun

pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainn]
Pasal 24

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisg
APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1
ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat den
disampaikan kepada :

a. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerg
b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Laporan pertanggungjawaban rcalisasi pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling
bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 25

tercantum dalam

BAB Ill

5

a.

si pelaksanaun
dan Pasal <1
gan tembusun

h.

‘an APBDesa
ambat 1 (satu)

Lampiran dan

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 26

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan ke
(PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilik;
milik desa yang dipisahkan. :

nangan desa
an kekayaan

I{Qpala’ Desa sgbagai pemegang kekuasaan pengelolaan ke angan desa
sgbagalmana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
menetapkan PTPKD;

raenetapkan petugas yang melakukan pemungutan pene

menyetujui pengeluaran atas kegiatan va .
APBDesa; g yang diteta

yang mengakibatka 1
. APBDesa, & & n pengeluarar

Kepala Desa dalam melaksan

ak
oleh PTPKD. tkan pengelolaan keuangan

‘imaan desa;
pkan dalam

atas beban

lesa dibantu




s [lle

(4) Kepala Desa selaku PKPKD dapat diberikan honor" rium yang
besarannya mengacu pada Peraturan Bupati tentang [Standarisasi
Satuan Harga Pemerintah Kabupaten, paling tinggi disetar{-ﬁxkan dengan
honorarium Pengguna Anggaran SKPD. |

(5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibcrikanl‘setiap bulan
sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) kali dalam satu tahun dnggaran dan
dianggarkan pada Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kelompok
Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. |

il
BAB IV |
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DE‘,P‘SA

Pasal 27 !l
]

(1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), LerdEri dari:
a. Pelaksana teknis pengelolaan keuangan; '
b: Pelaksana teknis kegiatan; |
c. Pemeriksa Kegiatan Infrastruktur. ‘|
(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapfkan dengan

4

Keputusan Kepala Desa. "
Bagian Kesatu i
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan

Pasal 28

(1) Susunan Pelaksana teknis pengelolaan keuangan |sebagaimana
dimaksud dalam Pasal /3) ayat 1 huruf a terdiri dari:

a. Sekretaris Desa selaku Koordinator; |
b.Kepala Urusan Keuangan; "
c. Bendahara Desa. ' i

(2) Sekretaris Desa selaku koordinator sebagaimana dimaksud'i_pada ayat (1)
huruf a mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APE%Desa;

b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesj, perubahan
APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesg;

c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APBDesa;

d. menyusun pelaporan dan pertanggungiawaban pelalcsane\-an APBDesa;

e. melakukan  verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan
pengeluaran APBDesa.

(3) Kepala Ur'u_san Keuangan sebagaimana dimaksud pada ay%xt (1) huruf b
mempunyal tugas membantu Sekretaris Desa se:lakul koordinator
Pelaksana teknis pengelolaan keuangan. :

|

(4) Eendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dapat di
jabat oleh Kepala Urusan Keuangan atau staf pada urusan }

. Keuangan.
W_endahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)) mempunyai
tugas: menerima, :

menyimpan, menyetorkan/membayar,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan | penerimaan
pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangks
pelaksanaan APBDesa, J

ﬁ

3
i
|
1




%)

(7)

Pelaksana teknis pengelolaan keuangan sebagaimana di

ui\'laksud pada
ayat (1) dapat diberikan honorarium. :

Besaran Hcenorarium sebagaimana dimaksud pada ay !it (B)
Sekretaris Desa mengacu pada Peraturan Bupati Tentang|Standarisasi
Satuan Harga Pemerintah Kabupaten, paling tinggi disetarpkan dengan
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Sﬂl(PD.

untuk

Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) gfgntuk Kepala
Urusan Keuangan dan Bendahara Desa mengacu pada Pergturan Bupati
Tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupatcn]‘paling tinggi
disetarakan dengan Bendahara Pengeluaran /Penerimaan p ida SKPD.

Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat|(8) diberikan
setiap bulan sebanyak-sebanyaknya 12 (dua belas) kali| dalam satu
tahun anggaran dan dianggarkan pada Kegiatan Pengslolaan Keuangan
Desa dalam Kelompok Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua
Pelaksana teknis kegiatan

_i
Pasal 29 ]
] . . : ; |
Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf b secara umum mempunyai tugas menyusun rencana

pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam APB Desa. !

‘S-fﬂ!smn:aane-larksam;amtekm-isﬁkegiatan sebagaimana dimaksillcl pada ayat
(1) terdiri dari: !

a. Ket¥aidijabamolehkepalaiSeksy atau Kepala Urusan s‘{:asuai dengan
bidangnya. i '

b. Sekretarislidijabat cleh insurilembagal kemasyarakat
perangkat desa lainnya.

c. BendaharaliKegiatamudijabatiolel sunsurilembaga lr'.erinasyara_katan
desa atau perangkat desa lainnya. 5

%n desal atau

" i . i y ! A
d. Anggota dijabat oleh perangkat desa lainnya atau masyarakat yang
mempunyai kemampuan melaksanakan kegiatan dimalkgsud,

Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2
mengikutsertakan perempuan.

|
Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud peida ayat (3)
berjumlah gasal, paling sedikir. 3 (tiga) orang dan dapat dit;imbah sesuai
dengan tingkat kompleksitas kegiatan, |

' ; ; . i
Ketua Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1

huruf a mempunyai tugas:

. |
a. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban
‘anggaran belanja kegiatan; '
b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan: ||;
¢. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan i{elpada Kepala
Desa; ;
Sekretaris Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksh pada ayat
(2) huruf b mempunyai tugas membantu Ketua. :

H
|
|
]
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W) sebagaimana dimaksud pada ayat

0

(2) huruf ¢
mcmpunval tugas |

a. menyiapkan dokumen anggaran atas beban ;pcngcluaran
pelaksanaan kegiatan; !i

ﬁgb%enenma menyimpan, menyetorkan / membayar, dan

menatausahakan keuangan kegiatan;

C. Benian g A e S A d B dE R ATa DESa melalui KCtL

Teknis Kegiatan.

(8) Anggota Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud

huruf d mempunyai tugas membantu tugas pelaksana t

a Pelaksana

Dada ayat (1)
ckms secara

umum.

(9) Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada a*,rat (1) dapat
diberikan biaya operasional kegiatan paling banyak Sco (lima per
seratus) dari pagu aniggaran keglatan, = .

(10) Biaya operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) antara
laln dapat digunakan untuk blaya rapat, honorarium pelaksana teknis
kcgmatan dan pemeriksa kegiatan infrastruktur, penyusunan dan
penggandaan laporan pertanggungjawaban, perjalanan r";:linas, biaya
perencanaan infrastruktur. '

(11) Besaran honorarium scbagaimana dimaksud pada ayat [10)|untuk Ketua
mengacu pada Peraturan Bupati Tentang Standarisasi Sgptuan Harga
Pemerintah  Kabupater, setinggi-tingginya  disetarakpn  dengan
honorarium Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan pada SKPD. |

(12) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat,[LO) untuk
Sekretaris dan Bendahara mcngacu pada Peraturan Bu:at.i l'I‘r:ngang
Standarisasi Satuan Harga Pt,mcrintah Kabupaten, setinggi-tingginya
disetarakan dengan honorarium Seckretaris Panitia Pclakslna Kegiatan
pada SKPD. |

(13) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ’u,at'| (10) untuk
Anggota mengacu pada Peraturan Bupati Tentang bLEtI'ldEiI'lS&Sl Satuan
Harga Pemerintah Kabupaten K setinggi-tingginya disetarakan dengan
honorarium Anggota Golongan 1l/I Panitia Pelaksana I\Q?Wetan pada
SKPD. |

(14) Kegiatan yang dilaksanakan Pelaksana teknis kegiatan dalam
pengadaan barang/jasa terdiri atas: ”

a. Pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan / atau, |
|
b. Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa. {_'

(15) Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa di Desa se bdgulmdpa dimaksud
pada ayat (14) diatur dalam Peraturan Bupati Tentang Pédoman Tata
cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. .

Pasal 30 :

Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang sifatnya

tidak |memerlul<an
kctcrliba}tt;agw unsur masyarakat, Sepentiipemberianiiperghasilan tetap! dan
L TON e M I i: 'G.Wamwzmﬂwp

kegiatantiioperasionaliiipenicnntah Midesa B relaksana™ teld l1s kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hanya: mengrlkutsertal{an
unsurpemerintalydgsagdan susunan tim menvesuaikan kebutuﬁlan

|
|

\
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. Bagian Ketiga
Pemeriksa Kegiatan Infrastrukeur

Pasal 31

(1) Kepaia Dqsa mengoordinasikan
tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa,

(2 Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
tenaga ahli gj bidang pem
dokumen RKP Dega,

(38) Dalam rangka penyedisan tenaga ahli sej

(2), kepala Desa mengutamakan i
' Pemanfaatan teng
dari masyarakat Desg setempat, g4 ahl

(4) ?ﬂam hal tidak tersedia tena

pada ayat (1), dapat
bangunan

' . damping profesional.
(S) Eemenksa Kegiatan Infrastruktyr Desa di

(6) Honorarium sebagaimana gj iaksud pada ayat (5) untuk

menga.cu Pada Peraturan Bupati Tentang Standarisas; S
Pemerm_tah Kabupaten, setinggi-tingginya disetarakar
honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada SKPD.

Pasal 32

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilak
cara memeriksa dan menilaj sebagian dan/atau s
pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa,

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaku‘
(tiga) tahap meliputi:
a. tahap pertama, penilaian dan pemeriksaan ~ terhadap
puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
b. tahap kedua, penilaian dan pemeriksaan
~puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan

i

bemeriksaan tahap perkerurbangai.n dan

Flibantu oleh

infrastruktur Seyuai dengan

bagaimana dimaks Ad pada ayat

yang berasa)

swd pada ayat

amat periha]

idang pPembangunan infrastruktyr yang dapat
yang membidan; pekerjaan

tetapkan dengan Keputusan

be sarannya
Atuan Harga
dengan

akan dengan
luruh  hasil

kan dalam 3

40% (empat
I

terhadap 80% (delapan

c. tahap ketiga, penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per

. seratus) dari keseluruhan target kegiatan.

(3) Pemeriksa melaporkan kepada kcgala Desa perihal hasil
pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pg

pemeriksaan

da éyat (3)

menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh kepI la Desa.

BABV
APBDesa

Pasal 33

(1) APBDesa, terdiri atas:

a. Pendapatan Desa;
b. Belanja Desa; dan
¢. Pembiayaan Desa.




(2)
(3)
(4)

e

(3)

(4)
(S)

(6)

(7)

-15.-

Pendapatan Desa seba

- ) g gaimana dimaksud pada a t ,
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. P ve 1) huruf a
Belanja Desa sebagaimana dimaksud :

. A . pada ayat h
diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan j en)i/s, (1) huruf b
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 . e
menurut kelompok dan jenis. P yat (1) huruf ¢ diklasifixasikan

!
Bagian Kesatu '
i

Pendapatan i

Pasal 34

Pendapatan Desa seba
meliputi semua peneri
hak desa dalam 1 (sat
oleh desa.

gaimana dimaksud dalam Pasal 33 adyat (1) huruf a,
maan uang melalui rekening desa vang merupakan
u) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali

Pendapatan Desa seba
kelompok:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
b. Transfer; dan
c. Pendapatan Lain-Lain.

gaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas

Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri
atas jenis: !
a. Hasil usaha; ;
b. Hasil aset;

c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan

d. Lain-lain pendapatan asli desa.

Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayzat (3) huruf a antara lain
hasil Bumdes, tanah kas desa.

Hasii aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufj b antara lain
tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jagingan irigasl.

Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana djrpa csud pagia ayat
(3) huruf ¢ adalah membangun dengan kekuatan senghp ypng melibatkan
peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yar.g dinilai dengan uang.

Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud padg ayat (3) huruf
d antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 35

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34! ayat (2) huruf

b, .terdiri atas jenis:
a. Dana Desa (DD); 1 |
o Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusgi Daerah;
¢.. Alokasi Dana Desa (ADD);

d.;. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.

(2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupatep sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifut umum dan }ghusus.

i
!
!
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(3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikelola dalam APB Desa tewapi tidak diterapkan dalam ketentuan

penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) darj paling banyak
30% (tiga puluh perseratus). |
(4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dJlam pasal 11
ayat (2) huruf ¢, terdiri atas jenis:
a.Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
b.Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 36 i

(1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengik%t sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf a adalah pemberign berupa uang
dari pihak ke tiga.

(2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksyid dalam Pasal

35 ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kezjjasama dengan
pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desd.

-
-

Bagian Kedua
Belanja Desa

Pasal 37

(1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b,
meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merup?kan kewajiban
desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak dkan diperoleh
pembayarannya kembali oleh desa.

(2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperﬁunakan dalam

rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. i

Pasal 38
(1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam palal 37 ayat (1)
terdiri atas kelompok:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
¢. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; !
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
e. Belanja Tak Terduga.

(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1

: ; dibagi dalam
kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah ditgangkan dalam
RKPDesa.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :

a. Pegawai; 4
b. Barang dan Jasa; dan II
c. Modal.

Pasal 39

Dalam. penyusunan rincian
38 ayat (3) dapat men
Harga Pemerintah X
Umum tentang Anali

jenis belanja sebagaimana dimakshd dalam pasal
gacu pada Peraturan Bupati tentang Stanfarisasi Satuan

gbupaten dan Surat Keputusan Kepald Oinas Pekerjaan
sis Harga Satuan Pekerjaan yang berlaku.
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Pasal 40

(1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pagal 38 ayat (3)

huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran peaghasilan tetap
bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.

dan tunjangan

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarjggarkan dalam

kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pada
pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

pos Kkegiatan

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yrrelaksanaannya

dibayarkan setiap bulan.

(4) Termasuk Belanja pegawai selain sebagaimana dimaksudj pada ayat (1)

adalah honor kegiatan, honor pemeriksa pekerjaan/kegiata
lembur kegiatan dan uang saku kegiatan.

(S) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di
waktu pelaksanaan kegiatan.

Pasal 41

i

infrastruktur,

yarkan sesuai

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagairnana dimaksud dalam Pgsal 38 jayat (3)

huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengada
nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

an barang yang

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

. alat tulis kantor;
. benda pos;
bahan/material;
. pemeliharaan;

sewa kantor desa;

. sewa perlengkapan dan peraiatan kantor;
. makanan dan minuman rapat;

pakaian dinas dan atributnya;

—rtereym e 0.0 OR

honorarium narasumber/ahli;
m. operasional Pemerintah Desa;
n. operasional BPD; :

o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan l‘

. cetak/penggandaan; o !

perjalanan dinas; i

. upah kerja; '

P. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimgksud pada avat
(2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam

rargka membantu pelaksanaan tugas pelayanan

perencanaan pembangunan, ketentraman dan keJ
i
i

pemberdayaan masyarakat desa.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarak[

dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunj
kegiatan.

pemerintahan,
rtiban, serta

at sebagaimana
g pelaksanaan
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Pasal 42

1
(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayht (3) huruf c,
digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pergadaan barang
atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimfana dimaksud

pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggara kewenangan
desa.

Pasal 43

(1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KL B), pemerintah
Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggara pnya.

(2) Keadsan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tiqrak diharapkan
berulang dan/atau mendesak.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yditu antara lain
dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

(4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada aypt (1) karena
KLB/wabah. |

(5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 44

| |
. (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud daiam Pasal 33 yat (1) huruf ¢

meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembpali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun janggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutya.

(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ({) terdiri atas
kelompok:

a.Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
mencakup:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
b. Pencairan Dana Cadangan; dan '

¢. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

(4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hurf L ar
pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja
belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

(5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4}
pembiayaan yang digunakan untuk:

A. menutupi defisit anggaran apabila realisa:
pada realisasi belanja;
b.  mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; da
¢. mendanai kewajiban lainnya yang sampai den -
belum diselesaikan, ‘




B

(6)

(7)

(1

(2)

(3)
(4)

(S)

(6)

(7)

(2)

(3)

(4)

-19.

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangaj
dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaim

pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan
kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 45 ‘

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pa
huruf b, terdiri dari :

a. Pembentukan Dana Cadangan; dan

b. Penyertaan Modal Desa.

4%_'

1 dari rekening
berkenaan.

ana dimaksud
asil penjualan

sal 44 ayat (2)

;
Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan{lﬂsebagaimana
y

dimaksud pada ayat (1) hurui a untuk mendanai kegiatan

dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan da
anggaran.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
ditetapkan dengan peraturan desa.

Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mernuat:

a. penetapan tujuan pembeniukan dana cadangan; ‘J
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cada
¢. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali d
yang penggunaannya -telah ditentukan secara khusu
peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhi
Kepala Desa.

\

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

Pembinaan pengelolaan Keuangan Desa dilakukan secaral
Tim Koordinasi Kecamatan dan Tim Koordinasi Kabupaten,

g penyediaan
am satu tahun

Pada ayat (2)
paling sedikit

gan;
dianggarkan;

ayat (2) dapat
ari penerimaan
5 berdasarkan

pada ayat (1)

nr masa jabatan

berjenjang dari

Pembinaan yang dilakukan cleh Tim Koordinasi Kecamat
dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pemerik
ophname) dan berpedoman pada ketentuan peratur
undangan.
Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupat:
dimaksud pada ayat (1) melaluj kegiatan monitoring dan e}
Secara langsung pada obyek kegiatan.

Dalam hal terjadi permasalah
penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai da
tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

an pengelolaan Keuangajn

n sebagaimana
aan kas (cash
n perundang-

i
tn sebagaimana
valuasi kegiatan

Desa, maka
i tingkat desa,




{,

(1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa di
fungsional oleh institusi atau pejabat yang berwenang
peraturan perundang-undangari.

(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan K angan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagidn

terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas prnyelenlggaraan
Pemerintahan Desa.

Evaluasi pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud
ayat (3) dilaksanakan untuk menilai tingkat efektifitas dan efis
dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan
tingkat Koordinasi sebagai bahan perumusan kebijakan Sﬁ
Bupati.

(1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dsﬁ
dibentuk dengan Keputusan Bupati, terdiri dari: |
. Bupati selaku Penasehat; ;

.- Wakil Bupati selaku Wakil Penasehat; S

"o Qoo

ol o 12}

(2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayt (1)bertugas :

a. ujuan, prinsip-

.o o

. Kepala Bidang pada SKPD yang membidangi selaku Ketul ;
. Kepala Sub Bidang pada SKPD yang membidangi Sekretgris;

Anggota terdiri dari unsur Kepala SKPD, Kepala Bideng/Kepala Sub
Bidang pada SKPD, Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian pada Setda,

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Sekretaris Daerah selaku Pengarah; |
Asisten Sekda selaku Wakil Pengarah;

Kepala SKPD yang membidangi selaku Penanggung jawab;

Sekretaris pada SKPD yang membidangi selaku Wakil Penanggung

jawab; !

Kepala Sub Bidang dan staf pada SKPD.

merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan ¢
prinsip dan mekanisme/prosedur kegiatan;
menyusun Pedoman Pelaksanaan Kegiatan di Desa;

melaksanakan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Kegiatdn di Desa ;
melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaa kegiatan agar

- sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditethpkan;

' pemantauvan, untuk kemudian

(1) Tim Koordinasi
dibentuk dengan

|

mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdaydan masyarakat

lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan
- kesejahteraan masyarakat; dan

melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
membahas berbagai kendala dan permasalahan yang di

penyelesaiannya.

Pasal 50

Keputusan Bupati terdiri dari:

akukan secara
sesuai dengan

yang tidak

lalam Pasal 46
iensi, dampak
pada berbagai
lanjutnya oleh

lam Pasal 46

temukan dalam
merumuskan  [tindak

Kecamatan sebagaimana dimaksud ddlam Pasal



i

a. Camat selaku Penanggungjawab;
b. Sekretaris Kecamatan selaku Ketua
¢. Kepala Seksi pada Kecamatan selaku Sekretaris ;
d. Anggota terdiri dari :
1) Para Kepala Seksi pada Kecamatan;

2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan;
3) Staf pada Kecamatan sebanyak-banyaknya 3 orang.

(2) Tisn  Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada
- (1ymempunyai tugas dan fungsi :
a.melaksanakan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan di Desa pada
‘wilayah kerjanya;
bimelakukan pembinaan Pelaksanaan Kegiatan di Desal pada; wilayah
kerjanya; .
c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB Kegiatan di Dega; |
d. melaksanakan Pembinaan bidang administrasi antara lain:
1) Dokumen RPJMDesa, RKPDesa, RAPBDesa dan APBDésa;
2) Rencana Penggunaan Dana secara keseluruhan {100%;
:3) Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa, artara lain Berita
' Acara Musyawarah Desa tentang pelaksanaan Pertahggungjawaban
Penggunaan Dana dan Surat Pernyataan Kesanggupar Menyelesaikan
Kegiatan Tepat Waktu.

e.melaksanakan fasilitasi kegiatan Peningkatan Kapapitas Aparatur
Pemerintah Desa;

[
f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkian pengaduun
mmasyarakat atau pihak lainnya;
. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegigtan
.menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pert nggungjawaban
Kegiatan dari desa di wilayah kerjanya; dan j
i. melakukan  rekapitulasi  Surat  Pertanggungjawaban Kegiatan
sebagaimana dimaksud pada huruf h dan mengirimkan| kepada Bupati
Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(Dinas PPKAD) Kabupaten Tegal dengan tembusan |Kepala Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

avat

fo 1]

BAB VIl

|
!
!
I
1
i
i
1
1]

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 51

Bupati dapat memberikan pehghargaan kepada desa yangj

pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan perundang-
berlaku.

melaksanakan
indangan yang

Pasal 52

(1) Bupati memberikan sanksi kepada desa yang tidak| melaksanakan
ketentuan pengelolaan keuang

an sesuai peraturan perund - undangan
yvang berlaku; d Te &

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain disé
a.;ter:lapat SiLPA Dana Desa yang tidak wajar dikarenakan |
;1. Penggunaan Dana Desa tidak sesx..xai dengan priorit§3 penggunaan,
Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Penggunaan Darja Desa;
uk deposito lebih dari 2 dua) bulan.

babkan oleh :

‘2. Penyimpanan uang dalam bent
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b. penggunaan dana yang bersumber dari APBD tidak s

suai dengan

prioritas penggunaan, pedoman pengelolaan keuangan bagi desa dan

pedoman teknis penggunaan dana.

c. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tidak

tepat waktu.
(3) Sanksi sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

a. pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA Dana Desa pada ta

berikutnya;

b. penundaan pencairan alokasi dana yang bersumber
dan/atau

¢. pengurangan alokasi dana yang bersumber dari APBD

anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupat:
43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desal

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di z%la\s’
spadafangag
7 5 /7

Diundangkan di Slawi

VU

un anggaran

dari APBD;

i pada tahun

Tegal Nomor
dicabut dan

[t




PENJELASAN
ATAS
i PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR % 3TAHUN 2015
P TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ‘ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Un%l

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah ditetapkan Peraturan
43 Tahun 2014 tentang Pedomarn Pengelolaan Keuangan Des
W ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113

ang-Undang
upati Nomor
dan dengan
Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka perlu dilakukaip perubahan

Peraturan Eupati tentang Pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Bupati tetang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertang

ngjawaban,

sehingga keuangan desa dapat dikelola berdasarkan asas-as S transparan,
- akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Ayat (1)
| Cukup jelas.
O Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas,
Ayat (2)

v
4

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4
~ Ayat (1)
| Cukup jelas.
. Ayat (2)
Cukup jelas.




Ayat (3)
Cukup jelas.
© Ayat (4)
; Cukup jelas.
Pasal 5
* Ayat (1)
. Cukup jelas,
! Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 6
" Ayat (1)

Cukup jelas.
- Ayat (2)

Cukup jelas.
 Ayat(3) |
| Cukup jelas.
. Ayat (4) |
j Cukup jelas.

Pasal 7
* Ayat (1)

Cukup jelas.
i Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.




Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan bendahara menyimpan ua

g dalam kas

desa adalah uang tunai yang ada di bendahara untuk membiayai
kegiatan operasional pemerintah desa antara [lain untuk
. pembayaran rekening listrik, rekening telepon, bidya fotokopi,
dan biaya rapat. Uang tersebut diambilkan d

operasional pemerintah desa.
Pasal 9
Ayat (1)
. Cukup jelas.
Ayat (2)
' Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 10
o/ Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
' Cukup jelas.
-/ Ayat (3)
Cukup jelas.
o~ Ayat (4)
. Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
- Ayat (1)
| Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

ri kegiatan
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Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
| Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
_ Ayat (1)
Cukup jelas.




Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21 o

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas,
Ayat (4)

Cukup jelas.

. Pasal 22

Cukl.ip jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Culkeup jelas.
Fasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
| Cukup jelas.
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Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28
- Ayat (1)

Cukup jela‘s.
Ayat (2)

Cukup jelas;
Ayat (3) o

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (S)

. Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

. Avat (8)

Cukup jelas,

~ Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.




Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
v Ayat (8) |

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.
Ayat (10)

Cukup jelas.
Ayat (11)

Cukup jelas.
Ayat (12)

Cukup jelas.
Ayat (13)

Cukup jelas.
Ayat (14)

Cukup jelas.
. Avat (15)

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud den
keterlibatan unsurm

(pengecatan balai desa),
unsur pemerintah desa,

gan kegiatan yang sifatnya tidak
asyarakat dalam kegiatan operasion|
. desa seperti pengadaan alat

tulis kantor dan pemelih
sehingga Pelaksana teknis ke

memerlukan
El pemerintah
araan kantor
giatan cukup




Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
. Cukup jelas.
Ayat (3)
- el Cukup jelas.
Ayat (4)

I’,

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

U | Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) |
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

[

2)

e Cukup jelas.
.t A Ayat (3)
Cukup jelas.
 Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 34 ’
Ayat (1)
’ Cukup jelas.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) |
Cukup jelas.
Ayat (4)
‘Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 35 |
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) |
Cukﬁp jelas.
Ayat (3)
Cukuﬁ jelas.
Ayat (4) '
Cukup jelas,
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.




Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 39

i

Peraturan Bupati tentang Standarisasi Satuan Hargm Pemerintah

Kabupaten antara lain berisi indeks harga barang dan
kegiatan. '

Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum ten

Harga Satuan Pekerjaan berisi rincian harga mater
infrastruktur (fisik).

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat {3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (S ;
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) -
Cukup jelas.
Ayat (3) '
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.

incian biaya

tang Analisis
al pekerjaan




Ayat (2)
Cukup jelas.

_Pasal 43

Ayat (1)
' Cukup jelas.

- Ayat (2)

Cukup jelas.

- Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas. |
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6) |

Cukup jelas.

Pésal 44

Ayat (1)
Cukup jelés.

Ayat (2)
- Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.
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Pasal 47

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5) |

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.




Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dimaksud dengan pemberian penghargaan kepada
apabila pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengar] tepat waktu,
tertib, transparan, partisipatif dan dapat dipertanggyngjawabkan.

Bentuk penghargaan dapat berupa tambahan bantugn keuangan
kepada desa.

desa adalah

Pasal 52
. Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.




Lampiran:

Peraturan Bupzti Tegal[Nomor: 35 TAHOAL 2018

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Contoh Format: RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBQESA

PEMERINTAH DESA ....oovvvenniinnn |
KECAMATAN civiaiiiniiniong
KABUPATEN .

RANCANGAN PERATURAN DESA ..... PR
NOMOR ......... .. TAHUN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |

KEPALA DESA !

Menimbang :a. Bahwa sesuai denpun ketertunn Pasal ... Peraturan Dderah Kabupaten
. Nomor ... Tahun ...... WCAWAG covieeiiniiinsss Kepula Desa menetapkan
rancangan Peraturan Desa tenlang Anggaran Pendapatan Tan Belanja Desa

(APBDesa);

Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada hurufja, telak. dibahas
dan discpakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. Bahwa berdasarkin perimbungun sebagaimane dimaksul pada hueraf  u
dan hurul b perlu mencltoplkan Rancangan Peraturan Qesa e,
tentang Anggaran  Pendapatun dan  Belenju Desa (APpDes) menjadi

Peraturan Desa o, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) Desa Tahun Anggoran

b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa lenlang Anggaran " endapatan dan

Mengingat © 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 fentang Desa (Lembaren Negary

tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495) i

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratrfrdn Pelax<sanaan
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republilk Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Llftmbaran Negara
Republix Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peru::ahan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yanb Bersumber Dari
Anggaran Pundapatan den Beianja Negara

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... PO Tahqn ........ tentang
Pengelolaan Keuangan Desa; i
5. Peraturan Dacrah Kabupaten ... Nomor ... soveer TENMN weeenses tentang
cvieeennns (Lembaran daerah Kabupaten ... . Tahu}?* ............ Nomor
..... )i
6. Dst..

Dengan Kesepakatan Bersama "
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN
Menetapkan

FANCANGAN PERATURAN DESA .....ccccccoin. TENTANG ANGGARAN
FENDCAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN




Pasal }

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian scbagall berikut:

1. Pendapatan Desa

)33 - 30 SO
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 77 - T ROURN
b. Bidang Pembangunan RP.oricriiinreiniinieniennes
¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan RPuvreerrrerecsnaimmmnnrnnnions
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat ‘ RD.eeerririninnnrmeennnnnns
¢, Bideng Tak Terduga RO oo reeeeeiiee
Jumlah Belanja. R eessseeriniinirenisereese:
Surplus/Defisit RPeere i,
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan RP. vererrinineineenainnns
b. Pengeluaran Pembiayaan 147 POV TTION
Selisih Pembiayaan (a-b) RPuureneerrerieennnninninen
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggarar. Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimani. dimaksud Pasal
1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang flida.k terpisahkan

dari Peraturan Desa ini.

' Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan
pelaksanaan Peraturan Desa ini.
Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Kepala Desa guna

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Litetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA...(Naraa Desa),

tanda tangan

' NAMA
Diundangkan di ...

, pada tanggal ...
. SEKRETARIS DESA ... {(Nama Desa),

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...




ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES4

Lampiran Peraturan Desa

Nomor
Tahun
Tentang

FORMAT

PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN.............

: Anggaran Pen Llapatan dan
Belanja Desa.

KODE
REKENING

URAIAN

ANGG

(R

?RAN

b

KETERA
NGAN

1

-2

4

21314 S

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

s it | s [t | 4

Hasil Usaha

Swadaya, Partisipasi dan Gotong
Royong

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
vang sah

Pendapatan f_h'ansfer

—

Dana Desa

—

Bagian dari hasil pajak &retribusi
daerah kabupaten/ kota

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan

s fpt foms

HIHIDIW 1357 (e

Bantuan Provinsi

Bantuan Kabupaten / Kota

[y

Pendapatan Lain lain

w| wlw NN N MININ

Hibah dan Sumbangan dari pihak
ke-3 yvang tidak mengikat

Lain-lain Pendapatan Desa yang
sah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Penghasilan Tetap dan Tunjangan

NN

—
L] b
—

Belanja Pegawai:

Penghasilan Tetap Kepala Desa
dan Perangkat

N

Tunjangan K-e-f)ala Desa dan
Perangkat

Tunjangan BFD

Operasional Perkantoran

IO N

[ e e B
NN
—t

Belanja Pegawai

Honorarium Pelaksana Teknis
Kegiatan




Belanja Barang dan Jasa

Alat Tulis Kantor

Benda POS

Pakaian Dinas dan Atribut

Pakaian Dinas

Alat dan Bahan Kebersihan

Perjalanan Dinas

Pemeliharaan

Air, Listrik,dasn Telepon

{vad Ll Ll Lol Kt Ll L Dol Ll Ll
NSININNENNNEE
n oo oo ool oo

(el le 1 EN 1o ¥ [4,] EN [A)1%] ™

Perjalanan Dinas

[= X
7]

Belanja. Moda:I

Komputer

Meja dan Kursi

SIS ST SHSY S I SIS I NI S NS

SV [y Py
NN
(D][D)[6) [N

W N |

Mesin TIK

dst

Operasional BPD

Belanja Barang dan Jasa

ATK

Penggandaan

9 Ot Lemd Do Y [

NN

Konsumsi Rapat

LI

dst vveeennn

Operasional RT/ RW

Belanja Barang dan Jasa

ATK

—

ool ojo]olofo

U0y U Iy Uy N

HIPiPIpID] WKW

NINININY

Penggandaan

Kpnsurnsi Rapat

LI

dst i

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

Perbaikan Saluran. Irigasi

o — s

[

Belania Pepawa;

o] [SH ST )

(o) NI D

Honorarium Pelaksana Teknis
Kegiatan

=

Honorarium Pemeriksa Kegiatan
Infrastruktur

Honorarium Lembur Kegiatan

Belanja Barang dan jasa

NN N
g L) [ [0

Upah Kerja

Jasa Perencanaan (Gambar dan
RAB)

—

Papan Informasi Kegiatan

NN NN VI

—

DINN IO

(S ENTA D=

Perjalanan Dinas

- DI

Fotokopi/Cetak

: Laporan
Kegiatan

dst

--------------------

Belania Moda]

IS ] INE TN

o] -

Wik

Semen

Materia]

dst

NI
NN

Pengaspalan jalan desa

Belanja Pegawaj




i

—

Honorarium Pelaksana Teknis
Kegiatan

—

W ©

Honorarium Pemeriksa Kegiatan

Infrastrulktur

Honorarium Lembur Kegiatan

Belanja Barang dan Jasa :

Upah Kerja

NN IND i

N =

Jasa Perencanaan (Gambar dan

RAB)

Papan Informasi Kegiatan

Perjalanan Dinas

vlofo] vfjid] O N
YIS S IS {8 (SIS )

NN NN o 3]

NNt

19,1 E S [

Fotckopi/Cetak
Kegiatan

Laporan

dst

-----------------------------------------

Belanja Modal:

oo
NN

NN
W

Aspal

Pasir

dst

I

Kegiatan

---------------------------------

Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan Ketentraman

dan Ketertiban

Belanja Pegawai

Uang Saku Peserta Pelatihan

Belanja Barang dan Jasa:

Honor Pelatih

Konsumsi

vlvlolvolvolojo] v O] e

[ery Py POy POTE o Lol Lol

NN NN

HIW IO

Bahan Pelatihan

Jw|wlwlw|w|w]w] o]~ wi

Perjalanan Dinas

~des

Kegiatan

-------------------------

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

Kegiatan Pelatihan Kepala Desa
dan Perangkat

N

—

Honorarium Pelaksana Teknis
Kegiatan

Uang Saku Peserta Pelatihan

Belanja Barang dan Jasa:

Honor pelatih

ololololo] o] o] v e
FSFNENENES
o Lt e s
NINININ -

N+~

Konsumsi

Bahan pelatihan

dst

---------------------

Y
IS

Kegiatan

ooooooooooooooooooooooooooooo

Bidang Tak Terduga

(N118] [ S]]
n

[y

Kegiatan Keiadian Luar Biasa

Belanja Pegawai

Honorarium Pelaksana Teknis




Kegiatan

Belanja Barang dan Jasa:

Konsuinsi

NINININ

W=

Obat-obatan

NN

Perjalanan Dinas

[ 3] Lol Ll Ll s

---------------------------

-.fenjenjanjning.-

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SILPA

WlW]|mlw|w

o PR e [ I O
(A [N L

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Kekayaan Desa Yang
dipisahkan

JUMLAH (RP)

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan Dana Cadangan

W)W
(] [S]1]8)

Penyertaan Modal Desa

JUMLAH ( RP)

DISETUJT
KEPALA

oooooooooooooo

0000000000000000000

1 OLEH
DESA

cccccccccccc

-----------------




Contoh Format: Rancangan Rencana Anggaran Biaya (RADB) ‘

KENCANA ANGGARAN BIAY A ‘
DESA ... KECAMATAN L ;
TAHUN ANGGARAN L.

1. Bidang

2. Kegiatm ;

3. Waktu Pelaksanaan !
Rincian Pendanaan H

KODE REKENING URAIAN voLume | HARGASAIUANT  JUMLAN
Rp)! (Rp.)

2 3 4 | b

JUMLAH (Rp.) '

Disetujui/Mengesahkan Pelaksana Kegiatan/PTPHD
Kepala Desa Tr

Carg pengisian : |
/. Bidang diisi dengen nama pada kelompok bidang belanja . I
2. Kegistan diisi dengan nama kegintan secuai urutan kegistun pada Bidang yang bersangkutan, f|
untuk rincinan pendanaan yang terdapat dalem kolom dan baris adalah : |
3. kolom 1 adalah kode rekening dengan urutan : .1
- Kolom 1.1. diisi kode struktur APBDesa

= Kolom 1.2. disi dengan kode Kelcmpok Belanja dalam APBDese ;
- Kolom 1.3 diisi dengen kode Kegiatan sesuai dengan urutun dalam Kelompok Belanja dalam APBDes |
- Kolom 1.4 diisi dengan nama Jenis Belanja dalam kode akun belanja '
- Kolom 1.5 disi dengan nama Rincian Jenis Belanja dalam kode akun belunja t
kolom 2 diisi dengan uraien berupa rincian keoutuhan dalam kegiatan. |
kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang,

kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membuayar orang/barang
kolom 3 diisi dengan jumlah perkalian untara kolom 3 dengan kolom 4.

N Dt




Contoh Format: Ranvangan Rencana Angiraran Binva (IRARY

RENCANA ANGGARAN BIAYA PERUBAHAN

DESA ...... KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN ......
}. Bidang
2. Kegiawn o
Tanaa o
Rincian Pendanasn
- HARGA JUMLAH JUMLAH
HARGA SATUAN TAMBAH /
i | ANGGara
VOLUME SEBELUM| voLUME SETELAH|  TAMBAH SATUAN SETELAN ANGGARAN . | ANGGARAN oG
KODE REKENING URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN KURANG SEBELUM | osTEIAN SEDELUM SETELAH ANGU AN
AT VOLUME | PERUBAHAN AR, PERUBAHAN | PERUBAHAM
(Rp) __{Rp) (kp.) (Rp.) (Rp.)
! 2 3 4 5 6 7 3 9 10
JUMLAH (Rp.) i u
vererenenenn, 12NRGAL . e
Disetujui/Mengesahkan Pelaksana Kegiatan/PTPKD

Kepala Desa

Coro penqision :

1. Bidangdiisi dengan nama pada kelompok bidang belanja .

2 Kegiata diisi dengan namakegiatan seswai urutan kegiatan pada Bidang yang bersangkutan,
untuk rincinan pendanaan yang terdapat dalam kolom dan baris adalah : )

. ) . - - . » . . .
1] " (%3 . = ..’ i R '
' * s k4 . 3
. ' g X
L] L .



3.

kolom 1 adalah kode rikening dengan viutan -
- fotom 1.3, st Kede sakiur APBDes2
- Kolom 1.2. Jisi dengan kode Kelompok Belanja dalam APBDesa
- Kolom 1.3 diisi dengan kode Kegjatan sesuai dengan urutan datam Kelompok Betanja dalam APBDes
- Kolom 1.4 diisi dengan nama Jenis Belenja dalam kode akun belanja -
- Kolom 1.5 disi dengan nama Rincian Jenis Belanja dalam kode akun belanja
kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.

kolom 3 diisi dengan volume sebelum pervbahan dapat berupa jumlah orang/barang,

porupa Juinie vajrdife

> iaivnrdapa % ey iifek
kolom 5 diisi dengan 1ambah / kurang volume sebelum dan sctelah perubahan
kolom 6 diisi dengan harga satvan sebelum perubahan yang mesupakan besaran untuk membayar orang/barang
kolom 7 diisi dengan harga satuan setelah perubahan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang

kolom 8 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 6.

kolom 9 diisi depgan jumiah perkalian antara kolom 4 dengan kolom 7.
kolom 10 diisi dengan selisih 1ambah / kurang anggaran sebelum dan sctelah perubahan.



Contoh Format: Buku Kas Pembantu Kegiatan

1. Bidang
2. Kegiatan

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
DESA...oveeeen KECAMATAN

.................

Cara pergisian:

J. Bidang diisi dengan nama pada kelompok bidang belanja .
2. Kegiatan diisi dengan nama kegiatan sesuai urutan kegiatan pada Bidang yang bersangkutan.

Daiam koiom dan baris
3. Kolom | diisi dengan nomor urut.
dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan kode rekening sebagaimana dalam RAB.
6. Kolom 4 diisi dengan urajan transaksi.

7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.

on o

4, Xolom 2 diisi

8. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.

C

Penerimaan (Rp.) . Pengetuaran(Rp.) Jumlah
No. Tanggsl Kode Rek. Uraian N T A PTG T
:45 rai Dari Bendahara Swadaya Bukti Belanja Barang dan tani engembahian kef 53do Ras(Xp.)
| Masyarakat Jasa Belanja Modal Bendahara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Desa......ccoveevnnnnne
...-.planggal......
Pelaksana Kegiatan/PTPKD




9. Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
1. Kolom 9 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
13. Kolom 11 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.




Contoh Format: KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMEGANG KEKU.‘\SAAN

PENGELOLA KEUANGAN DESA

KABUPATEN ...ccocoeevienennns

KECAMATAN

.........................

PEMERINTAH DESA

......................

PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN
DESA ...... KECAMATAN ......... TAHUN ANGGARAN

Menimbang

Mengingat :

KEPUTUSAN KEPALA DESA

----------------------

NOMOR ............ TAHUN
TENTANG

..........

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
. KEPALA DESA ........cciiniiinniinn,

a. Bahwa dalam rengka kelancaran dan tertiq

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

perlu menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelola K

b. Bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelola Ke
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dijabat cleh

I#ESA

-----------------

administrasi

euangan Desa;
gan Desa

epala Desa;

¢. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputus
tentang Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuang
Rangka Pelaksanaan APBDesa .... Kecamatan

--------

-------

Kepala Desa
Desa Dalam
un Anggaran

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah—-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan %ropl.nsi Djawa

Tengah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kehangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

or 4286},
rbendaharaan

MNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahidn 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Repul_)lik Indonesia [Nomor 4355);

4, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Ne
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

S. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang D

a (Lembaran

56, Tambahan

esa (Lembaran

Negara tahun Republik Indonesie. Tahun 2014 Nomgr 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peratu
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahuf
Pemerintak Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 P
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten
Pelaksanaan Undang Undarg Nomor 6 tahun 201
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 20]
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ng

g Pemcrintah
an Pemerintah
2014 tentang
2014 tentang

erubahan Atas

ang Peraturan
} tentang Desa
4 Nomor 157,
mor 5717);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEDELAPAN :

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 201$ tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014|Tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatap dan Belanja
Negara (Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesid Nomor 5694);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahur 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun qbl‘} tentang
Pedoman Pembangunan Desa;

11. Peraturar. Daerah Kabupaten .......... Nomor ........... .. Tahun ........
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kubupaten Tegal
Tahun ............. {Lembaran daerah Kabupaten .....[........... Tahun
............ Nomor ..... );

12. Peraturan Desa.... nomor ..., Tentang.... Tahun...... TFBDCB&
13. Dst...

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan

Desa ...... Tahun Anggaran ....... sebagaimana tercantum dplam Lampiran
Keputusan ini; i

Kepala Desa sclaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
mempunyai tugas :

a, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

b. menetapkan PTPKI);

c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan peherimaan desa;

d. menyetujui pengeliaran atas kegintan yang ditetapkan dalam
APBDesa; dan j

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengelua:j n atas beban

APBDesa;
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya [ keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Des#a ........ Tahun
Anggaran .... ‘

Keputusan ini mulai - berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...... oo
Pada tanggal ......0....c........

KEPALADESA .........{..cco....

----------------------------------------




Contoh Format: KEPUTUSAN KEPALA DE3A TENTANG PELAKSANA TEKNIY PENGELOLA

KEUANGAN DESA

KABUPATEN ........cccoemnines
KECAMATAN .......coooviriinnennnen,

----------------------

......................

NOMOR ............ TAHUN
TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA TEXNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA

DESA ....... KECAMATAN ......... TAHUN ANGGARAN ............... "

Menimbang

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

.......................

a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Qesa Tahun .....
perlu menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keudngan Desa;

b. 3ahwa Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Deda sebagaimana
dimaksud pada huruf a, berasal dari unsur perangkat desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana gimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusar. Kepala Desa
tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola [Keuangan Desa

— g eyt — i er i aET

Dalam Rangkas Pelaksanaan APBDesa .... Kecamatan ....... Tahun
Anggaran ........
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembeatukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ke¢uangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nofnor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Ferbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur{ 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nofnor 4355);

4. Undanz-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tent Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor [66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); i

S. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang esa (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nompr 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemprintah Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Herubahan Atas
Undang-Undanrg Nomor 23 Tahun 2014 tentang P i

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

opinsi Djawa

St $-

rubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 te g Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 201 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 1587,
'I‘ambahaq Lembaran Negara Republik Indonesia Nopnor 5717);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

; W KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 201§ ten! lng Perubahan

Atas Peraturarn Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014|Tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapa dan Belanja
Negara (l.embaran Negara Republik Indonesia Tehuh 2015 Nomor
88, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesialNomor $694);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahurf 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Takun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;

11, Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor ........... .. Tahun ........
tentang Anggaran Pendapatan dar Belanja Daerah Kﬁbupaten Tegal
Tahun ... (Lembaran daerah Kabupaten ...l Talwun
............ Nomor. ... );

12, Peraturan Desa.... nomor .... Tentang.... Tahun...... APBDesa ....
13. Dst...

MEMUTUSKAN

Membentuk dan menetapkan Pelaksana Teknis Pengelole Keuangan Desa
Desa...... Tanun Anggaran ....... dengan susunannya| sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa terdiri dar ;
a. Sekretaris Desga,
b. Kepala Urusan Kevangan;
¢. Bendahara Desa.

Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknL pengelolaan
keuangan desa mempunyai tugas :
a. melakukan verifikasi atas dokumen Rencana Angg Biaya yang
diajukan oleh pelaksana kegiatan;
b. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang [di ajukan cleh
pelaksana kegiatan;

menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beberi APBdes yang
tercantum dalam permintaan pembayaran;

o

d. menguii ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud;

e. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pe f(sa.na kegiatan
apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

f.

melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pegerimaan dan
pengeluaran APBDesa; ﬂ

g Menyusun laporan semesteran realisasi pelaksanaan APBDes.

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas membantu $ekretaris Desa
selaku koordinator Pelaksana teknis pengelolaan keuangan

Bendahara mempunyai tugas mencrima, menyimpan,
menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa drn pengeluaran
belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDes

Segala biaya yang timbul sebagai aldbat ditctapkannyal keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dega ........ Tahun
Anggaran .... Ta

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal ......|

..............

-------------

KEPALA DESA

oooooooooooooooooo

----------------------------------------




LAMPIRAN Keputusan Kepala D¢gsa
Nomor D e
Tanggal D enveeinerennn T
Tentang L e .

SUSUNAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA (PPI‘PKD)

DALAM RANGKA PELAKSANAAN APBDes

DESA ..... KECAMATAN ......... TAHUN ANGGARAN .......coceoue. ..
NO NAMA JAEATAN DALAM KEDUDUKAN DALAM
PEMERINTAHAN DESA PTPKD
1 Sekretaris Desa Koordinator
2 Kepala Urusan Xeuangan -| Anggota
3 Bendahara Desa Anggota
KEPALA DESA.......] ey

A A S L L LT LR IR Y | DL R Y




Contoh Format: KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PELAKSANA TEKNIS

KABUPATEN
KECAMATAN

....................

.........................

----------------------

KEGIATAN

DESA

Menimbung

Mengingat :

PEMBENTUKAN PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
... KECAMATAN ......... TAHUN ANGGARAN

a.

e

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentan

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

......................

NOMOR ............ TAHUN
TENTANG

..........

........

---------------

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
" KEPALA DZSA

.......................

Bahwa dalam rangka kelancaran dan terti
. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
perlu menetapkan Pelaksana Teknis Kegiatan;

Bahwa Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana
huruf a, berasal dari unsur perangkat desa dan m
Bahwa berdasarkan pertimbarngan sebagaimana
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputus
tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Kegiatan
Pelaksanaan APBDesa .... Kecamatan ....... Tahun A

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang K
(Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun 2

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenta
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Ne
Negara PRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang I
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nom
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

administrasi
esa Tahun .....

i ud pada
yarakat;

imaksud pada
n Kepala Desa
Dalam Rangka

Pembentukan
ropinsi ' Djawa

uangan 'Negara
03 Nomeor 47,

or 4286);
erbendaharaan
2004 Nomor 5,
mor 4355);

Pemerikéaa.n
ara (Lembaran
66, Tambahan

esa (Lembaran
pr 7, Tambahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peme
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 te
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 201
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 ten
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 201‘1

rintah Daerah,
ntah Pengganti
erubahan Atas
rintah Daerah;

tentang Desa
4 Nomor 157.
or 5717);

ang Perubahan
Tentang Dana




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
KELIMA

KEENAM

.

KETUJUH :

KEDELAPAN :

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah

2015 Nomor

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pcndapatiqh dan Belanja

88, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia

omor $694);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun| 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2D14 tentang

Pedoman Pembangunan Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor ........... .. Tahun ........
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal
Tahun .....cceeee (Lembaran daerah Kabupaten ......}.......... Tahun
............ Nomor ..... );

12. Peraturan Desa.... nomor .... Tentang.... Tahun...... APBDesa ....

13. Dst...

MEMUTUSKAN
Membentuk dan  menetapkan Pelaksana Teknis{| Kegiatan.....
Desa......Tahun Anggaran ....... dengan susunannya| sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Pelaksana Teknis Kegintan terdiri dari ;
Ketua;

Sekretaris;

Bendahara Kegiatan.

Anggota

Anggota

Dst....

mepooP

Kepala Seksi / Kepala Urusan...... selaku Ketua Pelaksana

mempunyai tugas :

a. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabk
anggaran belanja kegiatan;

b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

¢. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepad

Sekretaris mempunyai tugas membantu Ketua
Bendahara mempunyai tugas :

Teknis Kegiatan

a‘\ atas beban

Kepala Desa;

a. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluardn pelaksanaan

kegiatan; ‘

b. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, dan menatausahakan

keuangan kegiatan;

¢. Bertanggungjawab kepada Bendahara Desa melalui Katua Pelaksana

Teknis Kegiatan.

Anggota mempunyai

tugas
keseluruhan

membantu pelaksana

teknis secara

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Eceputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desl

Anggaran ....

Keputusan ini rulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ......
Pada tanggal .......

KEPALA DESA ........

..............................

........ Tahun

.............

-------------

----------

..........




AeAbmes e -

LAMPIRAN Keputusan Kepala D

o

..............

Nomor O
Tanggal HEOR
Tentang PPN

SUSUNAN PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DALAM RANGKA PELAKSANAAN APBDes

-------------

----------------

DESA ....... KECAMATAN ......... TAHUN ANGGARAN ......cocvvveres .
NO NAMA JABATAN/UNSUR KEDUDUKAN DALAM
PELAKSANA THKNIS

1 Kaur/Kasi...... Ketua

2 Organisasi...... Sekretaris

3 Bendahara

4 Anggota

S Anggota

Dst..
KEPALA DESA........ s




o

Contoh Format: KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMERIKSA KEGIATAN
' INFRASTRUKTUR

KABUPATEN ....ccovevievnn.
KECAMATAN .....cccooiniiiiviininnn,
PEMERINTAH DESA ......cccvvevnnennnee
p——— ———————
KEPUTUSAN KEPALA DESA ....ccoevvvvrvvnnnns
NOMOR ............ TAHUN..........
TENTANG
PEMERIKSA KEGIATAN INFRASTRUKTUR........
DESA ....... KECAMATAN ......... TAHUN ANGGARAN ............... L.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ....c...oovcvvvveennens
Menimbang a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan tertip administrasi
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja [}esa Tahun .....
perlu menetapkan Pemeriksa Kegiatan Infstruktur;
b. Banwa Pemeriksa Kegiatan Infrastruktur sebagai dimaksud
pada huruf a, berasal dari unsur perangkat desa d¢n masyarakat;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana flimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusphn Kepala Desa
tentang Pembentukan Pemeriksa Kegiatan Infragtruktur Dalam
Rangka Pelaksanaan APBDesa .... Kecamatan ....... Tahun Anggaran
Mengingat : )
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daecrah—dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah;
a
2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang K uangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2303 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nofnor 4286);

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenta Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Irdonesia Tahun 2004 Nomor [66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang IDesa (Lembaran
Negera tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nompr 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe l‘.rinta.h Daerah.
sebagaimane telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rerubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permrjerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Rerubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ter tang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 201s tentang Desa
(Lembaren Nega:a Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ngmor §717);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KeuMa

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tent]
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 201}
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapat

g Perubahan
Tentang Dana
dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahyn 2015 Nomor
88, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesialNomor 5694);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahug 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 4
Pedoman Pembangunan Desa;

11, Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor ..........]
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun ... {Lembaran daerah Kabupaten .....
............ Nomor ..... };.

12. Peraturan Desa.... nofnor .... Tentang.... Tahun...... A
13. Dst...

MEMUTUSKAN

Membentuk dan menetapkan Pemeriksa Kegiatan

Desa......Tahun Anggaran dengan susunanny
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

-------

Pemeriksa Kegiatan Infrastruktur terdiri dari :
a. Ketua; -

b. Sekretaris;

¢. Anggota

d. Dst....

Pemeriksa Kegiatan Infrastruktur mempunyai tugas :

a. Penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat pul
dari keseluruhan target kegiatan;

b. Penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% idelapan pu
dan keseluruhan target kegiatan; dan

¢. Penilaian dan pemerikssan terhadap 100% (seratus p
keseluruhan target kegiatan.,

d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepad

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Defa

Anggaran ....

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal ......

KEPALA DESA

-------------------------------

D e

014 tentang

.. Tahun ........
bupaten Tegal
............ Tahun

nirastruktur.....
sebagaimana

Ol per seratus)
lih per seratus)
er seratus) dari

a Kepala Desa;

keputusan ini
........ Tahun

--------------

cessessvarrdon




LAMPIRAN Keputusan Kepala D Lsa

Nomor D rererisrrrarnaieaans .
Tanggal ..
- Tentang :.eevieiecnienieenghe
SUSUNAN PEMERIKSA KEGIATAN INFRASTRUKUR.......
- DALAM RANGKA PELAKSANAAN APBDes
DESA ....... KECAMATAN ......... TAHUN ANGGARAN ........ccveeee "
Tee NO NAMA UNSUR KEDUDUKAN QALAM
PELAKSANA TEKNIS
. 1 KETUA
.l 2 SEKRETARIS
: 3 ANGGOTA
4 ANGGOTA
) ANGGOTA
Dst..
: u KEPALA DESA....... e
O
|




Contoh Format: Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

1  Bidang
2 Kegiatan
3

DESA........... KECAMATAN ...

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP-UUDP/LS).

Waktu Pelaksanaan :

...........

TAHUN ANGGARAN

...........

....................

Rincian Pendanaan .-
o PAGU PENCAIRAN | PERMINTAAN |[JUMLAH SAMPA]| SISA DANA
KODE REKENING URAIAN (Rincian Penggunaan Dana) ANGGARAN | S.D. YGLALU | SEKARANG SAAT INI '
1 2 3 4 5 6 7
JUMLAH . - i
............. , Tanggal .........
Telah dilakukan verifikasi Pelaksana Kegiatan
Sekretaris Desa
Setujui untuk dibayarkan Telah dibayar lunas
Kepala Desa Bendahara
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Contoh Format: Buku B8ank Desa

BLRU BANK DESA

DESA ... KECAMATAN ..cccovvvrnnnne
TAHUN ANGGARAN ........c..es
TANGGAL BUKTI PEMASUKAN PENGELUARAN
No. L eeriasicsH] KODE REKENING URAIAN TRANSAKSI L wo oniear | SETORAN | BUNGA BANK_| PENARIKAN | PAJAK BIAYA SALDO
(Rp.) {Rp.) Rp.} {Rp.} ADMINISTRASI
1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI - -
TOTAL TRANSAKSI BULAN LALU . -
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF R -
MENGETAHUI
KEPALA DESA, BENDAHARA DESA

Cara Pengisian :
1. Kolom 1diis! dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.

2. Kolom 2 dils! dengan tanggal transaksl Bank.
3. Kolom 3 dilsl dengan kode rek. Dim APBDesa
4. Kolom 4 dilsi dengan uralan transaksipemasukan dan pengeluaran.
5. Kolom 5 diis} dengan bukti transaksl.
6. Kolom 6 diist dengan pemasukan jumish setoran.
7. Xolom 7 dlis} dengan pemasukan jumiah bunga bank..
8. Kolom 8 diis) dengan pengetuaran jumiah penarikan.
9. Kolom 9 dlisi dengan pengeluaran jumiah pajak.
10. Kolom 10 dilsi dengan pengeluaran biaya administrasl.
11. Kolom 11 diisi dengan saldo Bank.

s . . , ‘




Contoh Format: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa S&emester 1

. LAPORAN REALISAS]I PELAKSANAAN
: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN.............

‘ JUMLAH | JUMLAH | LEBIH / | KE
KODE URAIAN ANGGARAN | REALISA | KURANG | T
REKENING . (Rp.) SURp) | (Rpl)

1 2 3 4
21314 S

PENDAPATAN

1 Pendapatan Asli Desa

111 Hasil Usaha

12 Swadaya, Partisipasi dan Gotong
Royong |
11} 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa ':
vang sah |

it gt [ s |1t |

Pendapatan Transfer

Dana Desa

Bagian dari hasil pajak &retribusi
daerah kabupaten/ kota

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan l
1 Bantuan Provinsi

2 Bantuan Kabupaten / Kota

[y [N
NI (DD
N =

L P Il
N[NNI
HIpIPpICO

Pendapatan Lain lain

1 Hibah dan Sumbangan dari pihak
ke-3 vang tidak mengikat

13|12 Lain-lain Pendapatan Desa yang
sah

s
Wl

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA :

1 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Belanja Pegawai:

Penghasilan Tetap Kepala Desa
dan Perangkat

Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat

i 3 Tunjangan BPD

Operasional Perkantoran

Belanja Pegawai

Honorarium Pelaksana Teknis
Kegiatan :
Belanja Barang dan Jasa
1 Alat Tulis Kantor
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Benda POS

Pakaian Dinas dan Atribut

ISTEST NG S

Pakaian Dinas

Alat dan Bahan Kebersihan

Perjalanan Dinas

¢

Pemeliharaan
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Air, Listrik,dan Telepon

Perjalanan Dinas
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Belanja Modal

Komputer

W

Meja dan Kursi

Mf:sin TIK

dst

Operasional BPD

Belanja Barang dan Jasa

ATK

NN

Penggandaan
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Konsumsi Rapat

T £-3 S P

Operasional RT/ RW

Belanja Barang dan Jasa

ATK
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Penggandaan

e N {1 ] ) o [

Konsumsi Rapat

t
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Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

Perbaikan Saluran Irigasi

NN [N
NN )

—

Belanja Pegawai

Honorarium Pelaksana Teknis
Kegiatan

(&)

[}

Honorarium Pemeriksa Kegiatan
Infrastruktur

w

Honorarium Lembur Kegiatan

Belanja Barang daa jasa

NN [ ]
oy e e [

Upah Kerja

Jasa Perencanaan {Gambar dan
RAB)

—

Papan Informasi Kegiatan

—

DN INIDD NININ =

Perjalanan Dinas

Fotokopi/Cetak

Laporan
Kegiatan
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Belanja Modal
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Semen
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Material




Pengaspalan jalan desa

Belanja Pegawai

Honorarium Pelaksana Teknis
Kegiatan

—t

Honorarium Pemeriksa Kegiatan
Infrastruktur

1

Honorarium Lembur Kegiatan

Belanja Barang dan Jasa :

Upah Kerja

Jasa Perencanaan {Gambar dan
RAB)

Papan Informasi Kegiautan

Perjalanan Dinas
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Fotokopi/Cetak

Laporan
Kegiatan
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Aspal

Pasir
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Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

N

-Kegiatan Pembinaan Ketentraman

dan Ketertiban

Belanja Pegawai

Uang Saku Feserta Pelatihan

Belanja Barang dan Jasa:

Honor Pelatih

Konsumsi
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Bahan Pelatihan

Perjalanan Dinas
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Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

[
H

Kegiatan Pelatihan Kepala Desa
dan Perangkat

Honorarium Pelaksana Teknis
Kegiatan

Uang Saku Peserta Pelatihan

Belanja Barang dan Jasa:

Honor pelatih
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Konsumsi

Bahan pelatihan

QA WIN]—
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Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar Biasa
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fory

Belanja Pegawai
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Honorarium Pelaksana Teknis

"| Kegiatan

Belanja Barang dan Jasa:

Konsumsi
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Obat-obatan
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Perjalanan Dinas

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SILPA
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Pencairan Dana Cadangan

Hasil Kekayaan Desa Yang
dipisahkan

JUMLAH (RP)

Pengeluaran Pembiayaan

W|WW
NI

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Desa

JUMLAH [ RP )

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA
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Contoh Format: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Semester Akhir Tahun

LAPORAN REALISASI PELAKXSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

SEMESTER AKHIR
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN

TAHUN

oooooooooooooo

ooooooooooooo

URAIAN

JUMLAH

(Rp.}

JUMLAH

ANGGARAN REPLISA

STj(Rp.)

LEBIH /
KURANG

(Rp.)

2

3

4

PINDAHAN SALDO
(SEMESTER PERTAMA)

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Hasil Usaha

i |t fp—a f—t

Swadaya, Partisipasi dan Gotong
Royong

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
vang sah

Pendapatan Transfer

+— {1
NI

Dana Desa

Bagian dari hasil pajak &retribusi
daerah kabupaten/ kota

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangen

Bantuan Provinsi

[l Lo Lol Land
NN N

AlpiDIW (o] Lo

Bantuan Kabupaten / Kota.

-t
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Pendapatan Lain lain

Hibah dan Sumbangan dari pihak
ke-3 vang tidak rmengikat

Lain-lain Pendapatan Desa yang
sah

T JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

[

Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Penghasilan Tetap dan Tunjangan

—t

Belanja Pegawai:

Penghasilan Tetap Kepala Desa
dan Perangkat

Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat

—

Tunjangan BPD

NN

Operasional Perkantoran

Belanja Pegawai
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Honorarium Pelaksana Teknis
Kegiatan

Belanja Barang dan Jasa

Alat Tulis kKantor

Benda POS

Pakaian Dinas dan Atribut

Pakaian Dinas

Alat dan Bahan Kebersihan

Perjalanan Dinas

Pemeliharaan
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Belanja Modal

Komputer
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Operasional BPD

Belanja Barang dan Jasa

ATK
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Penggandaan

Konsumsi Rapat

Lo =)

Operasional RT/ RW

Belanja Barang dan Jasa

ATK
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Penggandaan

Konsumsi Rapat
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Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

Perbaikan Saluran Irigasi
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Belanja Pegawai

Honorarium Pelaksana Teknis
Kegiatan

N
N
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Honorarium Pemeriksa Kegiatan
Infrastruktur

w

Honorarium Lembur Kegiatan

Belanja Barang dan jasa

[Ey Ty PRy P

Upah Kerja

[

Jasa Perencanaan (Gambar dan
RAB)

Papan Informasi Kegiatan
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Perjalanan Dinas

Fotokopi/Cetak

Laporan
Kegiatan
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Belanja Modal




Semen
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Material

Pengaspalan jalan desa

NN

Belanja Pegawai

Honorarium Pelaksana Teknis
Kegiatan

(V)

—

Honorarium Pemeriksa Kegiatan
Infrastruktur

Honorarium Lembur Kegiatan

Belanja Barang dan Jasa :

N+~

Upah Kerja

Jasa Perencanaan (Gambar dan
RAB)

Papan Infcrmasi chiafan
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Perjalanan Dinas

Fotokopi/Cetak

Laporan
Kegiatan
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Belanja Modal:
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Aspal

Pasir
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Kegiatan

ooooooooooooooooooooooooooooooooo

Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan Ketentraman
dan Ketertiban

Belanja Pegawai

Uang Saku Peserta Pelatihan

Belanja Barang dan Jasa:

Honor Pelatih

Konsumsi
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Bahan Pelatihan

Perjalanan Dinas

W

.........................

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

)

Kegiatan Pelatihan Kepala Desa
dan Perangkat

N
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Honorarium Pelaksana Teknis
Kegiatan

Uang Saku Pescrta Pelatihan

Belanja Barang dan Jasa’

N[N
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Honor pelatih
Konsumsi
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Bahan pelatihan

st
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Bidang Tak. Terduga

Kegiatan Kejadian Luar Biasa

-

Belanja Pegawai

—

Honorarium Pelaksana Teknis
Kegiatan

Belanja Barang dan Jasa:

Konsumsi
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Obat-obatan

plojoiojo] NN ()

alainjoior] iy
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Perjalanan Dinas

Kegiatax_'x
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JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SILPA

Wl Wlw|w

[ et L Y
W=

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Kekayaan Desa Yang
dipisahkan

JUMLAH (RP)

Pengeluaran Pembiayaan

WiW|W
NN

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Desa

JUMLAH (RP)

S

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

--------------------------
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Contoh Format: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanjian APBDesa

PEMERINTAH DESA ...ccoevnnininnins
KECAMATAN ........ e
KABUPATEN .cocoiveeeeennns

RANCANGAN PERATURAN DESA .....oceimserrreneens
.. NOMOR .....cccseee TAHUN.civcns

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REAL!SASI PELAKSANAAN ANGGARAN PEN DAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN .....ccicciiannens

DENGAM RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

, KEPALA DESA ....cccoevviunennavine
Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten .......
Nomor ... Tahun ...... tentang ... veennnnesersy, Kepala Desa ajib menyusun
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realigasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..........Tahun Angaaranj...
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | smbaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lgmbaran Negara
Republik Indonesia “‘ahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor $539); |
3. Peraturan Pernerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor €0 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4, Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor ... Tah r': ........ tentang
Pengelolann Keuangan Desa; '
5. Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor ..o Tah\.ﬂn ........ tentang
............. (lembaran daerah Kabupaten .............. Tehur .......... Nomoi
..... % :
\/j 6. Dst...
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ......ccovevnunnne
<M MEMUTUSKAN
PN Menetapkan :  RANCANGAN PERATURAN DESA ... .. TENTANG LAPORAN
— : PERTANGGUNGJAWABAN REALISAS! PELAKSANABRN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ... TAHPN  ANGGARAN
. wrerrvivinsarennneee.. MENJAD] PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
. PERTANGGUNGJAWABAN REALISAS! PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ... TAHWUN ANGGARAN
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian stbagdli berikut:
- 1. Pendapatan Desa RPLveresivaeninnnn,
. 2. Belanja Desa
8. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gesa RP.vevrenrescrnriierneinnes
b. Bidang Pembangunan Rp




c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan RPeverisiiiiimnmiinan
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat RPeeernernmmmmenninnees
¢. Bidang Tak Terduga
Jumlah Belanja
Surplus/Defisit

T HBWwE eSS ao BNT

3. Pembiayaan Desa
a, Penerimaan Pembiayaan |24+ S

R orivriineiieinennninnse )
Selisih Fembiayaan (a~b) Rp

BB O0 RSSO SESNSD

b. Pengeluaran Pembiayaan

..............................

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pclaksanaan Anggaran Pcndapaten deuL Belanja Desa
sebagaimana dimuksud Pasal 1, tercantum dulam lampiran Peraturan Deusa ini terdigi dari: ‘
1. Lampiran 1 : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahyn Anggaran....

2. Lampiran [l : Laporan Kekayaan Milik Desa

3. Lampiran JIl ; Laporan Program Sektoral c¢un Program Daecrah yang masuk ke desTa.

Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang
dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tangga) diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memecrintahkan pengundangan Peraturan
penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan

NAMA
Diundangkan di ...

pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa},

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

idak terpisahkan

Desa ini dengan
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LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELA}
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES;
PEMERINTAH DESA..
TAHUN ANGGARAN..

Lampiran 1 Peraturan De%L

Nomor
Tentang

............

ooooooooooo

KODE

REKENING

URAIAN

ANGGARAN
(Rp.)

(

REALI
S48l
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LEBIH /
KURANG

(Rp)

KET

1

2

3

4
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PENDAPATAN

1

Pendapatan Asli De§a

o o O O L]

1

Hasil Usaha

Swadaya, Partisipasi dan Gotong
Royong

Lain-lain Peridapatan Asli Desa
yang sah

Pendapatan Transfer

—

Dana Desa

—t

BN
[

Bagian dari hasil pajak &retribusi
daerah kabupaten/ kota

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan

] o I [

MHNININ

FSENFND
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Bantuan Provinsi

Bantuan Kabupaten / Kota

()

Pendapatan Lain lain

W] WW

Hibah dan Sumbangan dari pihak
ke-3 yang tidak mengikat

Lain-lain Pendapatan Desa yang
sah

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Penghasilan Tetap dan Tunjangan

NN

fony
—

Belanja Pegawai:

Penghasilan Tetap Kepala Desa
dan Perangkat

N

Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat

[

Tunjangan BPD

Operasional Perkantoran
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Belanja Pegawai

'Honorarium Pelaksana Teknis
Kegiatan

Belanja Barang dan Jasa -

Alat Tulis Kantor

Benda POS

Pakaian Dinas dan Atribut

Pakaian Dinas

Alat dan Bahan Kebersihan

.- ..-.{ -

Perjalanan Dinas

Pemeliharaan
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Air, Listrik,dasn Telepon

Perjalanan Dinas
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Belania Modal

Komputer
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Meja dan Kursi

Mesin TIK

dst

Operasional BPD

Belanja Barang dan Jasa

ATK

Penggandaan
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Konsumsi Rapat
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Operasional RT/ RW

Belanja Barang dan Jasa

ATK
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Penggandaan
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Konsumsi Rapat
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Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

Perbaikan Saluran Irigasi

NN S
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Belanja Pegawai

Honorarium Pelaksana Teknis
Kegiatan

—

W N

Honorarium Pemeriksa Kegiatan

Infrastruktur

Honorarium Lembur Kegiatan

Belanja Barang dan jasa

NN [ N)

1 G

Upah Kerja

Jasa Perencanaan (Gambar dan

RAB)

—

Papan Informasi Kegiatan
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Perjalanan Dinas
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Fotokopi/Cetak
Kegiatan

Laporan
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Belanja Modal

Semen
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Material

0 Oleoj—

Pengaspalan jalan desa

Belanja Pegawai

Honorarium Pelaksana Teknis
Kegiatan

[
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Honorarium Pemeriksa Kegiatan
Infrastruktur

Honorarium Lembur Kegiatan-

Belanja Barang dan Jasa :

pjvoiojd] N (S]] 8]
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Upah Kerja

Jasa Perencanaan (Gambar dan
RAB)

Papan Informasi Kegiatan
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Fotokopi/Cetak

Laporan
Kegiatan
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Belanja Modal:
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Kegiatan
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Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

]
W

Kegiatan Pembinaan Ketentraman
dan Ketertiban

Belanja Pegawai

" Uang Saku Peserta Pelatihan

Belanja Barang dan Jasa:

Honor Pelatih

Konsumsi
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Bahan Pelatihan

Perjalanan Dinas
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Kegiatan

(]

[\o)

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

Kegiatan Pelatihan Kepala Desa
dan Perangkat

Honorarium Pelaksana Teknis
Kegiatan

Uang Saku Peserta Pelatihan
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FNFNENEES
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Belanja Barang dan Jasa:

Honor pelatih
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Konsumsi

Bahan pelatihan
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Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar Biasa

N[N N
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Belanja Pegawai

Honorarium Pelaksana Teknis
Kegiatan

Belanja Barang dan Jasa:

Konsumsi

NN
Wi~

Obat-obatan

(SIS
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Perjalanan Dinas

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SILPA

[N 1o Ll Lo
(71] 9] (e

Pencairan Dana Cadangan

W

- w|lwlwlwiw

Hasil Kekayaan Desa Yang
dipisahkan

JUMLAH (RP)

Pengeluaran Pembiayaan

wlw|w
[S1{S][N]
[¥] [

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Desa

JUMLAH (RP)

- Pembiayaan Netto
(PENERIMAAN PEMBIAYAAN -
PENGELUARAN PEMBIAYAAN)

- SILPA Tahun Berjalan (SELISIH
ANTARA PEMBIAYAAN NETTO
DENGAN HASIL
SURPLUS /DEFISIT)

-------------------

H
ooooooooooooooooo



iContoh Format: Neraca Aset Desa

Lampiran II Peraturan Des!a
Nomor :

..........

Tentang : Laporan Kekay

Sampai Dengan

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

an Milik Desa
31 Desember 20...

URAIAN

TAHUN N
(Tahun Periode
Pelaporan)

TAHUN N-1
(Tahun
Sebelumnva) |

-1. ASET DESA
A. ASET LANCAR
1. Kas Desa
a. Uang kas di Bendahara Desa
b. Rekening Kas Desa
2. Piutang
a, Piutang Sewa Tanah
b. Piutang Sewa Gedung

3. Persediaan
a. Kertas Segel
b. Materai

JUMLAH ASET LANCAR

B. ASET TIDAK LANCAR
1. Investasi Permanen

-Penyertaan Modal Pemerintah
Desa
2 Aset Tetap
- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan bangunan

- Jalan, Jaringan dan Instalasi
- dst......

3. Dana Cadangan
- Dana Cadangan
4. Aset tidak lancar Lainnya

.'.-’j_{

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR

JUMLAH ASET (A + B

II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH( I -1 )

TANGGAL

(KEPALA DESA

-----------------------

TTD

.............

-------




Penjelasan tabel:

1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekay
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
atau perolehan hak lainnya yang sah.

2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang
Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.

3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pthak yar
kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diha
dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun ang

n asli desa,

a
gelanja Desa

disimpan di

g mengelola

rapkan akan

garan isejak

ditetapkannya kerjasama tersebut.
4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pe

rintah desa

yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun syrat berharga
dalam periode normal, antara lair. kertas segel, materai, deposjto, giro.

5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintgh desa dan
aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.
6. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampur

yany memerlukan dana yang relatif besar yang tidak da,
dalam satu tahun anggaran.

7. Kewgjiban adalah utang yang timbul karena adanya pt
Pemerintah.

8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajibar
desa.

Catatan :

g kebutuhan
L)at dipenuhi

hjaman oleh

, pemerintah

pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya paila
1
|




Contoh Format: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah

PROGRAM SEXTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MAS

Lampiran lll Peraturan D

Nomor

Tentang : Program Sektor

----------

Sa

Daerah yang mtsuk Ke Desa

dan Program

JK KE DESA
Tanggal e
Desa e
Kecamatan = ...
Kabupaten = ...
- Jenis Lokasi Rincian Sumber Jumlah
No. Kegiatan Kegiata.n Kegiatan Volume | Satuan N Dana (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1) ' Rp.
& i
" Sub Total Jenis Kegiatan (2) ] Rp.
|
|
Sub Total Jenis Kegiatan (3) | Rp.
!
|
i
Sub Total (4) Rp.
Total (1 s/d 4) Rp.
tanggall .ccoiieieninennnnn.
Kepgala Desa
{croeeed ]
BUPAT] TEGAL
ENTHUS BUSMONO




Contoh Format : Surat Perintah Membayar (sPM)

DESA......coveeee KECAMATAN .....ccceriinnne
SURAT PERINTAH MEMBAYAR { SPM-UUDP/LS).
NOMOR caccerreeeerciessenrsnneenans TAHUN ANGGARAN .......oconimiiieinnarannaes

Kepada

Dengan memperhatikan Peraturan Desa Nomor........ tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ......, hendaklah mencairkan / memindahbukukan

dari baki rekening Nomor ........ (rekening kas desa) uang sebesar Rp .......... (terbilang .................. )

Kepada : Bendahara Desa / (Nama Bendahara Desa ) / Pihak ketiga

iYama bank :
Nomor rekening :
NPWP :
Untuk keperluan sebagai berikut :
PENCAIRAN S/D PERMINTAAN JUMLAH-SAMPAL
NO URAIAN PAGU ANGGARANM : ‘
YANG LALU SEKARANG SAAT INI SISA DANA
1 |Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1 [Kegiatan ...... Rp - - Rp - Rp - Rp - Rp R
2 |Kegiatan...... Rp - |Rp - {Rp - Rp - Rp -
2 |Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa .
1iKegiatan ...... Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2|Kegiatan ...... Rp - |Rp - |np - |rp - |Rrp -
3 |Bidang Pembinaan Kemasyarakatan . e 5 - ‘ ,
1]Kegiatan ...... Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
2|Kegiatan....... Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
4 |Bidang Pemberdayaan Masyarakat
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Lampiran:
Peraturan Bupati Tegal|Nomor
Tentang Pengelolaan Kduangan Desa

Contoh Format: RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBI)ESA

PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN......

PEMERINTAH DESA ...

KECAMATAN !
KABUPATEN
= —
RANCANCAN PERATURAN DESA ....ccocooirireraennne
NOMOR ............ TAHUN..........
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN
_— TAHUN ANGGARAN ........cccueeeeee
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ....oovvvrerienres :
l

Menimbang a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah [Kabupaten ........
Nomor ... Tahun ...... [2:3:17:1: 7 SO , Kepale Dega menetapkan
rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan ﬁan Belanja Desa
Perubahan Tahun Arggariin (APBDesa-P); ]

b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendagatan dan Belanja
Desa Perubahan Tahun Anggaran ..... {APBDesa-P) sebagaimana dimaksud
pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Fermusyawaratan
Desa;

c. Bahwa berdasarkun pertimbangan sebagaimana dimaksud gada huruf a dan
huruf b perlu menclupkan Rancangan Peraturan Desa ..lL......c.ooe tentang
Anggaran Pendapatan dan Bcelanja Desa Perubahan Tahun Anggaran ...
(APBDcs-F) menjadi Peraturan Desd .............. tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran ..... (APBDesarP)

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembafan Negara tahun
Republilc Indcnesiu Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peratjran Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan llembaran Negara
Republik Indonesia Nomor £539);

3. Peraturan Pemerintak Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintalh Nownor 40 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ............. Tahdn ........ tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

S. Peraturan Daerah Kabupaten ........ . Nomor ....oconeeee. Tahyn ........ tentang
............. {Lembaran daerah Kabupaten .................. Tahun ..l........, Nomor .....
i

6. Dst..

Dengan Kesepakatan Bersame
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .........oveee..
MEMUTUSKAN
Menetapkan RANCANGAN PERATURAN DESA .............. TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEi!UBAHAN TAHUN ANGGARAN

L Y PR P YT T




et O e

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian scbaga
1. Pendapatan Desa : Rp
2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa RP.iiricernimnenrerreniosianne

b. Bidang Pembangunan |24 TR

c¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan RP.uesveersssensanasssssssnanes

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2 - SN

e. Bidang Tak Terduga RPovreiieiieneiiineigeniinien

Jumilah Belanja RBosreeeriissusseinian:

Surplus/Defisit RPeveesres ceerrerreraes

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan RP. corrriinninnnnnnenian
b. Pengeluaran Pembiayaan R coeeeeeiieenpirenieenene
Selisih Pembiayaan (a~-b ) 2.7 PPN

Pasal 2

Uralan lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pembahim sebagaimana
dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Sgruktur Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang l#dak terpisahkan

dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa gl
Peraturan Desa ini.

Pasal §
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintehkan pengundangan Peraturan L
penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditctapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan

- NAMA
Diundangkan di ...

pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desu),

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ... ([Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

sqpasrrsarene eersenenns

rnn pelaksanaan

esa int dengan



B

Lampiran Peraturan Desa

Nomor
Tahun

Tentang

FORMAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERU

(APBDes-P)
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN

dan Belanj

--------------

-------------

Desa.

. Anggaran Pe{dapata.n

BAHAN

. KODE
REKENING

URAIAN

ANGGARAN
TAHUN
BERJALAN

(Rp.)

ANGGAR
AN
SETELAH

PERU! PAH

AN (Rp.)

i TAMBA | KET.
H/

KURAN |

G (Rp.) !

3

-l
4
}
|

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

==l
oy
—

Hasil Usaha

Swadaya, Partisipasi dan Gotong
Royong

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
vang sah

Pendapatan Transfer

»
[9

Dana Desa

-

Bagian dari hasil pajak &retribusi
daerah kabupaten/ kota

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan

(el el [
il DI
slalple] D=

Bantuan Provinsi

Bantuan Kabupaten / Kota

Wik

Pendapatan Lain lain

—t

Hibah dan Sumbangan dari pihak
xe-3 yang tidak mengikat

¢
—
w
N

Lain-lain Pendapatan Desa yang
sah

JUMLAH PENDAPATAN

1] | v
[y

BELANJA

Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Penghasilan Tetap dan Tunjangan

oo
—
(e
—

Belanja Pegawai:

Penghasilan Tetap Kepala Desa
dan Perangkat

Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat




—t
W

Tunjangan BPD

Operasional Perkantoran

NN

Land Land Laed e

—

Belanja Pegawai

—a
-

Honorarium Pelaksana Teknis
Kegiatan

Belanja Barang dan Jasa

Alat Tulis Kantor

Benda POS

Pakaian Dinas dan Atribut

Pakaian Dinas

Alat dan Bahan Kebersihan

Perjalanan Dinas

Pemeliharaan

Pawy reery pary Py PoY TER TR0 Do Lol Ll

D I IN I NI ININ NN+
N INININININ NI IS

G [ ENT L Y IV B3 (AT L] D

Air, Listrik,dasn Telepon

ol ool

Perjalanan Dinas

Belanja Modal

Komputer

Meja dan Kursi

N[N0

e Lad Ll L

NN

WiWjW|w

Mesin TIK

Operasional BPD

Belanja Barang dan Jasa

ATK

oo

oy P e e o
w|wW]Wwijw
NINININ

Pengpgandaan

Konsumsi Rapat

t

Operasional RT/ RW

Belanja Barang dan Jasa

ATK

ISISYSI[S]N)

vy P 'O ) o
ENESEIEOED
(N[N

Penggandaan

Konsumsi Rapat

Q.
7
[

dst

-------------------------------
2

[

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

Perbaikan Saluran Irigasi

—

Belanja Pegawai

Honorarium Pelaksana Teknis
Kegiatan

Honorarium Pemeriksa Kegiatan
Infrastruktur

Jeo]

Honorarium Lembur Kegiatan

Belanja Barang dan jasa

NN N0 N DN

NN ININ N NIV [

[y Fey 'Y e

NIN )=

Upah Kerja

Pt

Jasa Perencanaan (Gambar dan
RAB)

—t

Papan Informesi Kegiatan

NINN

ol
(71 EN S IRNY o B

Perjalanan Dinas

RIS

dét

Fotokopi/Cetak

) Laporan
Kegiatan

ooooooooooooooooooo

Belanja Modal




(AN

—|=

Semen

NN

Material -

dst

Pengaspalan jalan desa _

N S (RS- AR SERRY

NN

Belanja Pegawai

—

Honorarium Pelaksana Teknis
Kegiatan

N

—

"Honorarium Pemeriksa Kegiatan
Infrastruktur

-

w|

Honorarium Lembur Kegiatan

Belanje. Barang dan Jasa :

Upah Kerja

Jasa Perencana.én (Gambar dan
RAB)

Papan Informasi Kegiatan

ol wltoeo]us!

ool loftojo] ] NI

wlolo] o on

i N}

Perjalanan Dinas

S IS IS S (S (S M ST SI [ 1S

Fotokopi/Cetak

Laporan
Kegiatan

dst

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

L

Belanja Modal:

(S1EN]1N
N{ON
ol
wl|w

Aspal

Pasir

dst

dst Livveiiiiiinnes

)

Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan

W

Kegiatan Pembinaan Ketentraman
dan Ketertiban

Belarnja Pegawai

Uang Saku Peserta Pelatihan

Belenja Barang dan Jasa:

Honor Pelatih

‘Konsumsi

wivivolo|ololo] O ol

(.0000000(.0(.00)
sl f= it 22
o {0OT{AI [N frs f

Bahan Pelatihan

Perjalanan Dinas

Kegiatan. .....oveviiiineniinnnn, -

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

(YN ] B S B | )

Kegiatan Pelatihan Kepala Desa
dan Perangkat

—

Honorarium Pelaksana Teknis
Kegiatan

Uang Saku Peserta Pelatihan

Belanja Barang dan Jasa:

Honor pelatih

w o foloio

FINFSESFNEN IR
Oy Py P P
NN

Konsumsi

Bahan pelatihan

ooooooooooooooooooooo

Py [ Sy SRp—




N

2

b

Kegiatan....oocveeisiveisiirioniiin

Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar Biesa

%) (SIS [

—

-

Belanja Pegawai

—

et

Honorarium Pelaksana Teknis
Kegiatan

Belanja Barang dan Jasa:

Konsumsi

(O[NNI

WiNj—

Obat-obatan

olajunlnlo]  ajojoio

I G L L

Perjalanan Dinas

DN

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SILPA

wlw|wlw|w

Wi |+~

"Pencairan Dana Cadangan

oy P el [

Hasil Kekayaan Desa Yang
dipisahkan

JUMLAH (RP)

Pengeluaran Pembiayaan

wfwhwo
ok

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Desa

JUMLAH (RP)_

s
I

DISETUJUl OLEH
KEPALA DESA

oooooooooooooooooooooooooo

------------------------------------




Contoh Format: Surat Tanda Seioran

SURAT TANDA SETORAN
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

STS NO. vorveeivesserinrns Bank : oo
- Harap diterima uang sebesar Rp ..o Rek%ninq ................
(Dengan hurui) (T TP TOUO U PUORPOIIP OO ORVURITSITN PTTRTSRIPED )
Rincian Penerimaan sbb
_ | NO. | KODE REKENING URAIAN JU(’;I;")‘H i
) 2 3 6
N 1T ] 1] 1
o |
JUMLAH (Rp.) N
" Mengetahui
. Kepala Desa Bendahara.
- i
i




Contoh Format: Buktl Pengeluaran {Bend. 28}

PEMERINTAH DESA.....KEC.....
BUKTI PENGELUARAN DANA

) KETERANGAN
«|Tahun Anggaran ... NOrsesersene i
Barang-barang termasuk telah|masuk buku
! Surat Buktl Pengeluaran persediaan/inventaris pada tgl f........ovvrumninnninine e
. {Dibayarkan Kepada : woommmmissnnnsssesssinnines
.......................................................................... Jumiah Kotor Paja Jmi Bersih
T =% |Uang SEJUMIBR RP.cvevermesessssssssssisisssssssssssenee
(1reremecerenmssensmmnssansrsssssssssmssssssnssissssssssasstisasas

Yaitu untuk pembayaran

------------------------------ Y T L L T R TP R R A T

Pengeluaran /pembelian dilaky

-----------------------

Kode Rekeningi...ummiee PPh. Psi 2} Rp.
PPh. Psi 22 Rp.
PPh. Psl 23 Rp.
PPh. Psi DN Rp.

Potongan dilakukan berdaszer_ :

.an berdasarkan :

Yang berhak menerima pembayaran

Yang menerima baranglmer‘
diatas .

lariksa pekerjaan tersebut

(corssrenerinrnrsssnseninaes {penerima bisa terlampir)
Kepala Desa, Bendahara Desa Pelaksana eknis.....
Selaku PKPKD
Lj .............................................................................
- I
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Contoh Format ANGGARAN KAS DESA TIAP BULAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

RANCANGAN ANGGARAN KASDESA . ... ... . JRECAMATAN., ... PERBUIAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Kode Vraton Jumiah Anggaran Triwulan | {Rp) Tehwulan Il (Rp) Trhwulaa 1 {Rp) Tewulan IV {Rp}
Ackening {»p) 1an Peb Maret ApiHl Mel Jund Sull Agustus September ONtober Nopembes Desember
1} 20l 01 SUMLAH
1] 20] 01 213 BELANAA
1 sabh A%aL Lholant S2h ..k: —
{ i e e N
1}20}j01{01 OIDANG PEMERINTAHAN ’ .
I JON D A s e ERKANTORAR . - IUNURUVIUURTS! [OOSRy RSt IO X . .. i . L. N
Kegiotan Pepyedicon Joso
1]20]0ij 02} 02 Xomunikosi Sumber Doya Ak dan
Ustrik
1]20jo01fo01}02]2}§212] | Belanja Barang dan Ja33 R i B [ U S SRR B [T RRVUURVIITES INIPRREPEE, SRS B -
1]20f0110110212]3 2|4} Belan)s $232 kantar o - e R P BRI O A iEEE bt . .. N RO PUPUUIUI SR s . -
1| 2001 03] 02 } 2 [1]2.| 4 |03]- Betanjs Rerening telep [ e e SNSRI Ep SRR ISR AURTORAIN IS B 1
t[20]01{ 10 [e10ANG PEMBERDAYAAN
Imiﬂaum:urbanguw
1120133
10] 08 Busd
1 |20)13{10]08]2]1 1 Belanfa Pegawal . IR SNSRI SRS T ———
1{20f13|x0f08]2{3]3} l:ucnonriummiﬁa Pelaks. Kegiatan
3 {20) 33| 3008 ] 2| 112 {Betanja Barang dan Jas2 o - T
2 l20l23] 10] 0l 2] 1] 2] 2 1|.aelan)a.per;abudhas dalam
- | | o4 - =} ——’ - — .-
1 2003310l 08 | 21 11 2| 7 2 |eelanja Pengrandaan o s s e ————— e e
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CCNTOF: KODE AKUN PENDAPATAN

KODE AKUN PENDAPATAN
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P Uralan:  * < 2%

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa

Hasil Usaha

ot et | pe |t ] 4t
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« hasil BUMDes

-t

- Tanah Kas desa

" Aset desa (pasar desa, tambatan perahu, pemandian umu

1, jaringan irigasi)

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Lain-lain Pendapatan Asli Desa vang sah
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- Pungutan desa

Pendapatan Transfer

Dana Desa

Bagian dari hasil pajak &retribusi dacrah kabupaten/ kota

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan

Bantuan Provinsi

'_.._..-.—nv-lr-‘h"l-‘
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Bantuan Kabupaten / Kota

Pendapatan Lain-Lian

Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat

gt oo | = |
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Lain-lain Pendapatan Desa yung sah

w

Dst ...........




CONTOH: KODE AKUN BELANJA

KODE AKUN BELANJA “

%
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e MO Uralan Bidangzdnn Kegmmn 1! ARETAE ]
BELANJA f

Bidang penyelenggaraan pemcrintahan desa

Pengasilan tetap dan tunjangan perangkat penyelenggara peme*mtahan desa

Operasional Kantor |

Operasional BPD

Operasional RT/RW

penctapan dan penegasan butas Desa;

pendataan Desa;

penyusunan tata ruang esa;

Ol s|wto]—

penyelenggaraan musyawarah Desa;

—
o

|

| ;
pengelolaan informasi Desay, | |
penyelenggaraan perencanaan Desa: '

—
—

penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;

ey
3]

penyelenggaraan kerjasama antar Desa; !

—
(98]

pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa: dan

,_.
'

Penyelenggaraan pengelelaan keuangan desa |

i
n

Dst .........
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Bidang pelaksanaan pembangunan Desa

pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa

- tambatan perahu;

jalan pemukiman; |

L}

jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; i

pembangkit listrik tenaga mikrohidro : o

. . 1 ]
lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan

infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa, |

(39 ]

(3]

28]

pembangunan, pemanfaatan den pemeliharaan sarana dan prisarana kesehatan -

- air bersih berskala Desa: |

- _sanitasi lingkungan;

- pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan '

- _sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan p;éswr:ma pendidikan ]

- _taman bacaan masyarakat:

- pendidikan anak usia dini;

- _balai pelatihan/kegiatan telajar masyarakat; ]

-_Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan i

|
-_Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

2

Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunar, pemanfaatan dan

pasar Desa; I

-_pembentukan dan pengembangan BUM Desa: '

L}

|

penguatan permodalan BUM Desa: ' |
pembibitan tanaman pangan; !
1

penggilingan padi;

|




- lumbung Desa,

- pembukaan lahan pertanian:

- pengelolaan usaha hutan Desu,

- kolam ikan dan pembenihan ikan;

- kapal penangkap ikan;

- cold storage (gudang pendingin);

- tempat pelelangan ikan;

- tambak garam;

- kandang ternak;

- instalasi biogas;

mesin pakan ternak,

.. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi De

a.

pelestarian lingkungan hidup antara lain:

penghijavan;

pembuatan terasering;

pemeliharaan hutan bakau;

perlindungan mata air;

pembersikan daerah aliran sungai;

perlindungan terumbu karang; dan

kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

pembinaan lembaga kemasyarakatan;

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban,

pembinaan kerukunan umat beragama;

pengadaan sarana dan prasarana olah raga;

pembinaan lembaga adat;

Qi |wnls|wi]—-

pembinaan keserian dan sosial budaya masyarakat; dan

kegiatan lain sesuai kondisi Desa.....

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdag

an,

pelatihan teknologi tepat guna;
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pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bag i kepala Desa, pet

angkat Desa, dan

peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:

- kader pemberdayaan masyarakat Desa;

- kelompek usaha ekonomi produktif;

- kelompok perempuan,

- kelompok tani,

- kelompok masyarakat miskin,

- kelompok nelayan,

- _kelompok pengrajin,

-_kelompok pemerhati dan perlindungan anak,

- kelompok pemudaidan

- kelompok lain sesuai kondisi Desa

cccccccccc

Belanja tak Terduga




KODE AKUN PEMBIAYAAN

Kode akun Uraiau pencrimaan dan pengcluaran pembiay3an

131 1 Penerimaan Pembiayaan

3 11 1 Silpa

31 1] 2 Pencairan Dana Cadangan

3 1} 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan

3| 2 Pengeluaran Pemblayaan

3 21 1 Pembentukan Dana Cadangan

3i 21 2 Penyertaan Modal Desa

s




CONTOH KODE AKUN OBJEK BELANJA

KODE AKUN OBJEK BELANJA

A}

Uraian objek Belanja dan Rincian Objek Belarjja

2

Belanja Pegawai

Gaji dan Tunjangan Perangkat

Tambehan Penghasilan Perangkat

Tunjangan BPD

Honorarium Kegiatan

Uang Lembur Kegiatan

st 0t ot J ot ot | 0t § pmd

Honor kegiatan non perangkat

" |Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis (ATK, Dokumen, dll....)

Benda pos

Belanja Bahan/Material (bahan bangunan, bibit tanaman, dll...)

Upah tenaga kerja

honor narasumber/tenaga ahli

Belanja Jasa Kantor (telpon, listrik, air, dll...)

Belanja Premi Asuransi (BPJS dll....)

wloojal ]} Wit~

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (service, ganti suku cadung,

i..)

Belanja Cetak dan Penggandaan (cetuk. penggandaan. dil...)

—
o

Belanja Sewa kantor/gedung

pa—y
et

Belanja Sewa Sarana Mobilitas (mobil, perahu, dll..)

—
(%

Belanja Sewa Alat Berat (eskavator, buldoser, dll..)

bt
w

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor (meja kursi, kmpteg dil)

—
H

Belanja Makanan dan Minuman

—
W

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

~—t
[,

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis

:18 |Bea siswa

19 |Belanja Pemeliharaan (gedung, jalan, jembatan, dll)

20 |Belanja Jasa Konsultansi (perencana gambar bangunan , dll)

tJNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

21 |Insentif RT/RW/BPD/Linmas dl,,

22{Dst
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Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Tanah

>

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat

Belanja Modal Pengaduan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor|

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peterngkan

f;‘\oooxi'o"\m.ﬁw'w'f- ’

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor (mesin tik, kalkulator, dlI)

i
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1.
bt

Belanja Modal Pengadaan Komputer

—
[ 8]

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor (mebelair, meja gampar, dl)
I

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

—
(% ]

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

—t
H

Belanja Modai Pengadaan Alat-alat Studio

1
'

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

—
A

Belunja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur




17 |Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

18 |Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan

19 |Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

20 |Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan

21 |Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

23 [Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian®) Bangunan

23 |Belanja Modal Pengadaan Buku

24 |Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan

25 |Belanja Modal Pengadaan Hcvyanfl‘cmak dan Tanaman
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PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KANTOR KECAMATAN....ccecc.

11. Dr. Soetomo No. 4 Telp. No. (0283) 491243 Fax. (0283) 491 %[65 Slawi

Nomor / e , eeeeereeeeaens
Lampiran: -
Ferihal : Evaluasi RAPB Desa
.......... TA....
Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Dch .......

? ‘ Di

------------------------------------

Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa teth.ang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 yang diajukan oleh Desa

Hasil Evaluasi dapat kami sampaikan sebagai berikut: :

a. Terhadap Pos Tanah Kas Desa yang dijadikan sebagai tunjangan Kepala Desa,
Sekretaris Desa dan Peranglkat Desa, apabila dikemudi hari terdapat
kebijakan atau aturan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerin Provinsi dan
Pemerintah Pusat tentang peruntukan penggunaan Tanah |Kas Desa agar
diadakan penyesuaian dalam APBDesa tersebut atau diadakan perubahan
APBDes;

b. Terhadap penerimaan dan peruntukan belanja pada P Bagian dana
Perimbangan Keuangan dari Pusat dan Daerah (Trans r) apabila ada
kebijakan atau aturan tentang perubahan jumlah dan pe ntuka.nﬁya agar
diadakan penyesuaian dalam APBDesa tersebut atau diadgkan perubahan
APBDes; »

c. Apabila terdapat penerimaan pendapatan yang belum ter ggarkan setelah
ditetapkannya AFBDesa yang dievaluasi ini, agar diadakan pepyesuaian dalam
APBDesa tersebut atau diadakan perubahan APBDes:

S.  Agar dilakukan penyesuaian terhadap indeks harga satuan pekerjaan

-----------

7. Merekomendasikan kcpada Desa........ agar segera ditetapkan |Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun ...... , setelah dilakukan
perbaikan atas sesuai evaluasi yang kami lakukan .

Demikian untuk menjadi perhatian.

..............

Tembusan:

:Bupati Tegal

Wakil Bupati Tegal
'Sekretaris Dacrah;
Inspektur Kab. Tegul;

'Kepala Bapermasdes Kab. Tegal;
‘Kepala DPPKAD Kab. Tegal;

ow kb
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CONTOH FORMAT; BERITA ACARA EVALUASI APB Desa

BERITA ACARA HASIL EVALUASI
RANCANGAN APBDES TAHUN .....

Pada hari ini; evesen tanggal oy bulan':uuu Tahun esoenney

dibawah ini Tim Evaluasi APB Desa Kecamatan.....

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 yang diajukan bleh Desa

kami yan% bertanda tangan

., berdasarkan Surat Perintah Tugas Camat
...... NOMOF : v tanggal ... , telah mengadakan evaluasi atas Rancangav Peraturan Desa

------------

Rincian APBDes yang dievaluasi dan di verifikasi adalah kg¢sesuaian antara

Pendapatan beserta pos-posnya, Belanja beserta pos-posnya, dan Pembiayapn.

berikut:

Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDeba adalah sebagai

1. Menyetujui Penetapan RAPBDes untuk Desa-desa tersebut diatag dengan catatan

sebagai berikut :

a. Terhadap Pos Tanah Kas Desa yang dijadikan sebagai tunjangan Kepala Desa,
‘Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, apabila dikemudian hari tdrdapat kebijakan
‘atau aturan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan [Pemerintah Pusat
‘tentang peruntukan penggunaan Tanah Kas Desa agar diadakan pgnyesuaian dalam
. APBDesa tersebut atau diadakan perubahan APBDes;

b. Terhadap penerimaan dan peruntukan velanja pada Pos Bagian dana Perimbangan
Keuangan dari Pusat dan Daerah (Transferj apabila ada kebijpkan atau aturan
tentang perubahan jumiah dan peruntukannya agar diadakan p nyesuaian dalam
_ APBDesa tersebut atau diadakan perubahan APBDes;

c. ;Apabila terdapat penerimaan pendapatan yang belum tera ggarkan setelah

" ditetapkannya APBDesa yang dievaluasi ini, agar diadakan pényesuaian dalam
APBDesa tersebut atau diadakan perubahan APBDes;

2. Agar dilakukan penyesuaian terhadap indeks harga satuan pekerjaan.

3. Dst...

4 Merekomendasikan kepada Desa...... agar segera ditetapkan Peratq}an Desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

......

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlqlnya. |

Yang mengevaluasi:
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN |
1 e vreeereranen Ketua 1. —1
|
2 N Sekretaris 2.
K SN LU Anggota 3. :
4 [dst | dst dst li




e}
Y

o/

CONTOH: KELENGKAPAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWARAN

A. PENDAPATAN:
—— 1. PENDAPATAN AsLI DESA (PADes)

s

! 1. Peraturan Desa N
¢ 2, Peraturan Kepala Desa
3. Rencana Anggaran Biaya Pendapatan (RAB Pendapatan)
4. Surat Tanda Setoran (STS) V'
il. DANA TRANSFER
1, Peraturan Kepala Daerah tentang Alokasi dan Lokasi
2. Bukti transfer/copy rekening koran
I, PENDAPATAN LAIN-LAIN
1. Peraturan Desa
2. Perjanjian Kerja Sama
3. Bukti transfer/copy rekening koran
B. BELANJA

.

Nan WO

. 2. SK Pengangkatan Perangkat Desa; !
3. Daftar penerimaan SILTAP ditanda tangani oieki Pelaksana Teknis Kegigtan Siltap dan

DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1, Surat Keputusan Pengangkatan Perangknt Desa
2.  Surat Keputusan Pelaksanaan Kegiatan

3, Surat Perintah Tugas

4, RAB Keglatan

BUKT! FORMAL DAN MATERIAL

Daftar penerimaaan uan"g kegiatan

Surat Pesanan/SPK/Surat Kontrak
Kwitansi pembayaran

BAP Pemeriksaan peker]aan/dokumentasi
Surat Setor Pajak (SSP)

Daftar Hadir

Laporan Kegiatan

Contoh Pertanggungjawezban Penghasilan Tetap (SILTAP) L
1. Kuitansi {Bend 28) dengan identifikasi Kode Rekening belania yang befsangkutan;

pendahara Desa;
4, Pada akhir daftar Penghasilan Tetap disamping mencantumkan nitai n%m'\na\nya juga
menyebutkan nilai terbilangnya, berdasarkan jumlah nilai bruto ;

5. Siitap dikenakan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan y Lng berlaku
setelah dikurangi Penghasllan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang besarannya sesual
ketentuan yang berlaku.

Contoh Pertanggungjawaban Honorarium Kegiatan

1. Kuitansi (Bend 28) dengan identifikasi Kode Rekening belanja yang be
SK atau Surat Penugasan

angkutan;
2.

3.
4. Pada akhir daftar honorarium disamping mencantumkan nilai nominal

menyebutkan nilal terbilangnya, berdasarkan jumiah nitai bruto (Jumd
ditamban pajek);

Honorarium dikenakan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpaja
berlaku;

ya juga

kan yan;g

Daftar Honorarium ditanda tangani oleh Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara;

h honorarium
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V.

C.on‘toh pertanggungjayaban Perjalanan Dinas

1

2

3.
4,
S

Dalam hat honorarium dibayarkan per sidang/rapat dilengkapi undangrn, daftar hadir
dan resume rapat/ notulen; '
Dalam hal honorarium d[bayarkan bulanan tidak diperiukan undangan|dan daftar
hadir.

Surat yang mendasari perjalanan Dinas bila bersifat menghadiri undangan.
Surat Tugas dari Kepala Desa
Buktl kunjungan (stempel lembaga yang menjadi tujuan perjalanan Dirjas.
Kuitans! Bend. 28 {bukti pengeluaran uang oleh bendahara)
Laporan Hasil Kegiatan Perjalanan Dinas.






